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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong
peningkatan pelayanan publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya
danPegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan
dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 22 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

NIP 19700502 199501 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak,

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat,

perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelengggarakan fungsi,

sebagai berikut :

8

Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;

Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
perlindungan perempuan dan anak;

Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan
perlindungan perempuan dan anak;

Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;

Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar
operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP) bidang tugasnya;
Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melaiui

perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak

Tapun 2025
1 TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET KETERANGAN
Tujuan :
1. | Meningkatkan Kualitas | Indeks 95,55 Formulasi : IKM Tahun N
Pelayanan Publik Kepuasan indeks | Tipe Capaian : Semakin Tinggi
[ Masyarakat Semakin Baik
- __| Sumber data : Bagian Organisasi
2, | Optimalisasi Indeks 65,31 Formulasi : Release dari BPS
Pengarusutamaan Pemberdayaan | indeks | Tipe Capaian : Semakin Tinggi
Gender Gender (IDG) Semakin Baik
) Sumber data : BPS
3. | Optimalisasi Kategori Kota | Nindya | Formulasi : Kategori penghargaan
Pengarusutamaan Hak Layak Anak hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak
Anak pada tahun n yang diberikan oleh
Kementerian PPPA RI
Tipe Capaian Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data : Kementerian PPPA
RI
Sasaran Strategis :
1. | Meningkatnya Nilai ~ SAKIP | 8345 | Formulasi: Hasil Nilai Evaluasi AKIP
Akuntabilitas Kinerja OPD indeks | OPD Tahun N
Perangkat Daerah Tipe Capaian Semakin Tinggi
Semakin Baik
| Sumber data : Inspektorat
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TUJUAN/SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET KETERANGAN
2. | Meningkatnya Swadaya | Persentase 9,49 Formulasi (Anggaran swadaya
Masyarakat dalam swadaya persen | yang dikeluarkan oleh masyarakat
Pembangunan Berbasis | masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana
Masyarakat dalam prasarana kelurahan dibagi Dana
pembangunan kelurahan (APBD) yang digunakan
berbasis untuk pelaksanaan kegiatan sarana
masyarakat prasarana kelurahan) x 100
Tipe Capaian Semakin Tinggi
Semakin Baik
Sumber data : DPMPPA
3. | Meningkatnya Indeks 28,56 Formulasi : Persentase sumbangan
Sumbangan Pendapatan | sumbangan indeks | pendapatan perempuan pada tahun
Perempuan pendapatan n (hasil rilis BPS)
perempuan Tipe Capaian Semakin tinggi
dalam IDG semakin baik
Sumber data : BPS
4, | Meningkatnya Skor Kota | Skor Kota | 7699 Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi
Layak anak Layak Anak skor Kementerian PPPA Ri
Tipe Capaian Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : Kementerian PPPA
RI
Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Rp 3.335.515.000,00 APBD-P
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Peningkatan Kerja Sama Rp 1.162.250.000,00 APBD-P
Desa
3 Program Administrasi Pemerintahan  Rp 31.178.000,00 APBD-P
Desa
4 Program Pemberdayaan Lembaga Rp 875.545.000,00 APBD-P
Kemasyarakatan, Lembaga Adat
Dan Masyarakat Hukum Adat
5 Program Pengarusutamaan Gender Rp 190.845.000,00 APBD-P
dan Pemberdayaan Perempuan
6 Program Perlindungan Perempuan Rp 64.459.000,00 APBD-P
7 Program Pemenuhan Hak Anak Rp 161.820.000,00 APBD-P
(PHA)
8 Program Perlindungan Khusus Anak  Rp 50.211.000,00 APBD-P
Jumliah Rp 5.871.823.000,00
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasiindikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan

rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Bealisast 4 19004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :

Capaian Indikator Kinerja = €%y 100%
Realisasi

3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian Rinerja

Efisiensi = ( )—1x100

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori |
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
75.1 5.d. 90 Tinggi / Berhasil |
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil |
50.1 5.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
Osd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil '
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Adapun capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan Il Tahun 2025

Target

- : . Target Realisasi Yo
No Tujuan Indikator Kinerja | Satuan Telanan s.d. s.d. TWIll | Capaian
TWIll |
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan
1. | Kualtas Pelayanan | Ndeks Kepuasan | . .0 | os55 | o555 9769 | 10224
5 Masyarakat
Publik
Optimalisasi indeks
2. | Pengarusutamaan Pemberdayaan indeks 65,31 n/a n/a n/a
Gender Gender (IDG)
| Optimalisasi .
3. | Pengarusutamaan Kategor Kota kategori Nindya | Nindya Nindya 100.00
Hink Anak Layak Anak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan |

adalah 101.12%, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat target yang ditetapkan 95,55.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil Survey kepuasan

masyarakat dilakukan penilaian oleh organisasi yang dirilis per semester.

Realisasi semester | adalah 97,69, sehingga capaian kinerja sampai dengan
Triwulan Il adalah 102,24%. Realisasi akhir Indikator ini ditargetkan di Triwulan

v,

2. Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Gender, dengan indikator Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) target yang ditetapkan 65,31.
Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan triwulan

Il masih n/a menunggu rilis BPS, target realisasi di Triwulan \A

3. Tujuan Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak, dengan indikator Kategori
Kota Layak Anak.

Perempuan dan Perlindungan

-Mpomn Kinera Tnwulan Il Kepa

la Dinas DPMPPA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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Realisasi Indikator Kategori Kota Layak Anak Adalah Nindya, sehingga capaian

kinerja sampai dengan Triwulan lll adalah 100%. Berdasarkan Keputusan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor :

85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025, ditetapkan Kota

Pekalongan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori

Nindya.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan Il Tahun 2025

Target | Realisasi =
No Sst‘::::;i’; Indikator Kinerja | Satuan T::Lf; ! T?&dl." s.dl.l I1'w Cap’;ian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD | indeks 83,45 n/a n/a n/a
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
| Daerah ]
2 | Meningkatnya Persentase persen 9,49 n/a n/a n/a
Swadaya Swadaya
Masyarakat Masyarakat
. dalam dalam
J Pembangunan Pembangunan i
'I Berbasis Berbasis
| Masyarakat Masyarakat |
Il 3 | Meningkatnya Indeks indeks | 28,56 n/a n/a n/a
{ Sumbangan Sumbangan |
Pendapatan Pendapatan
Perempuan Perempuan
dalam IDG |
4 | Meningkatnya Skor Kota Layak skar 769,9 n/a n/a n/a
Skor Kota Layak | Anak
anak
Rata-rata Capaian n/a

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

pada Triwulan Il belum terdapat capaian kinerja, dengan penjelasan sebagai

berikut :

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan

indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,45.
Berdasarkan surat dari Inspektur Kota Pekalongan Nomor : B/197/700/2025
tanggal 8 Juli 2025 Hal Pemberitahuan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Tahun 2025, telah dilakukan Self Assessment Lembar Kerja Evaluasi Akip
DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2025 dan telah mengupload data/dokumen
yang dibutuhkan pada Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta
Tindak Lanjut LHE SAKIP OPD Tahun 2024 dalam bentuk soft file ke
Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Sehingga, capaian Indikator nilai SAKIP
OPD sampai dengan triwulan Ill masih n/a;

2. Sasaran Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis
Masyarakat, dengan indikator persentase swadaya masyarakat dalam
pembangunan berbasis masyarakat target yang ditetapkan 9,49%.

Capaian indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan
berbasis masyarakat sampai dengan triwulan il masih n/a, target realisasi di
Triwulan IV.

Indikator persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis
masyarakat dihitung berdasarkan anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan yang
bersumber dari dana kelurahan (APBD). Dana Kelurahan untuk kegiatan
sarana prasarana pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.851.000.000,00.

3. Sasaran Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan indikator
Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG target yang ditetapkan
28.56.

Capaian Indikator Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG
sampai dengan triwulan lll masih n/a menunggu rilis BPS, target realisasi di
Triwulan 1V;

4. Sasaran Meningkatnya Skor Kota Layak anak, dengan indicator Skor Kota Layak
Anak target yang ditetapkan 769,9.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2025 tentang
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Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak

Anak Tahun 2025, ditetapkan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan

Kota Layak Anak dengan Kategori Nindya. Namun sampai dengan saat ini

untuk Skor Kota Layak Anak belum di publish, sehingga capaian Indikator Skor

Kota Layak Anak masih n/a.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program

dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

%

Pagu Pagu il :
N Target s.d. Realisasi s.d. | Capaian
0 Program Anggaran FRPR Triwulan Il Triwulan Il | {(5)/(4)*
(Rp) (Rp) 100}
1 2 3 4 5 6
1 | Program Penunjang
Urusan Pemerintahan 3,890,957 000 | 3,335,515,000 3,039,542 500 | 2,317,149,837 | 76.23
Daerah Kabupaten/Kota
2 | Program Peningkatan
Kerja Sama Desa 557,400,000 | 1,162,250,000 960,298,000 943,904,000 | 98.29
3 | Program Administrasi
Pemerintahan Desa | 32,528,000 31,178,000 28,678,000 15,690,200 | 54.71
!
4 | Program Pemberdayaan |
Lembaga 746,116,000 875,545,000 795,409,500 ] 415,654,023 | 52.26
Kemasyarakatan, |
Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
5 | Program
Pengarusutamaan 165,940,000 190,845,000 106,798,000 100,787,000 | 94.37
Gender dan
Pemberdayaan
Perempuan
6 | Program Perlindungan
Perempuan 73,612,000 64,459,000 50,177,000 37,846,270 | 75.43
7 | Program Pemenuhan
Hak Anak (PHA) 215,615,000 161,820,000 157,345,000 138,440,900 | 87.99
8 | Program Perlindungan
Khusus Anak 58,895,000 50,211,000 29,017,000 30,094,000 | 103.71
]
Jumlah 5,741,063,000 l| 5,871,823,000 5,167,265,000 | 3,999,566,330 | 77.40
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan
anggaran adalah sebesar 77,40% rata-rata realisasi anggaran sampai dengan
Triwulan Il adalah sebesar 80,37%.

Pada Triwulan Ill capaian kinerja masih n/a, sehingga belum dapat menghitung
efisiensi penggunaan sumber daya.
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BAB IIl
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja masih n/a,
sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 80,37%. |

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anaksampai dengan
Triwulan [l Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran
dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai;
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang
ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Triwulan III Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong peningkatan pelayanan publik dan
mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa
Sekretaris mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan
kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat
efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretaris melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telahditetapkan.

Pekalongan, 9 Oktober 2025
Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

TRI NURTIYASIH S.K.M,, M.Kes.
Pembina Tingkat |
NIP. 197502191999032003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.  Sekretaris, mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian

rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi
keuangan.

Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  Sekretaris = menyelengggarakan
fungsi,sebagai berikut :

1. Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;

2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;

3. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;

4. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran,

program dan kegiatan;

5. Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana
prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;

Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

A S

Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional

prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);

10. Pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (anjab), analisis beban kerja (abk) dan
evaluasi jabatan (evjab);

11. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan

fungsinya.
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAK ORGANISAST
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, FEREMPUAN DAN
PERLINDURGAN ANAR
KEPALA DINAS
SEHRETARIAT
HEEEE SUBBAGIN PERENCANAA, SUBBAGIAN UMM DAN
- KELOMPOK JABATAN EVALUASI, DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
M FUNGSIONAL
BIDANG KELEMBAGALN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASHARAKAT DAN PEREMPUAN, PEVENUIHAN HiK
PEMBERDAYAN ANAK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan porgram / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan

wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Sekretaris Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Tahun 2025
No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Keterangan
(€] 2 (©)) “) (6)
1 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
ketersediaan ketersediaan laporan | persen | kegiatan Perencanaan,
laporan capaian capaian kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
kinerja Perangkat Daerah + Persentase
capaian kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah dibagi
2
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
2 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
ketersediaan ketersediaan persen | kegiatan Adminitrasi Kepegawaian
layanan layanan administrasi Perangkat Daerah + Persentase
administrasi kepegawaian, capaian kegiatan Administrasi
kepegawaian, administrasi umum Umum Perangkat Daerah +
administrasi umum | dan jasa penunjang Persentase capaian kegiatan
dan jasa penunjang | urusan pemerintah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
urusan pemerintah | daerah Pemerintahan Daerah dibagi 3
daerah Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
3 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Persentase capaian
pengadaan/pemelih | pengadaan/pemeliha | persen | kegiatan Pengadaan Barang Milik
araan barang milik | raan barang milik Daerah Penunjang Urusan
daerah daerah Pemerintah Daerah + Persentase
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No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target Keterangan

(@) 2 (€) “ (6)

capaian kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dibagi
1

Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik

Sumber data : DPMPPA

Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Rp 17.364.000,00 APBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Rp 2.757.716.000,00 APBD
Daerah
3 Administrasi Kepegawaian Rp 3.650.000,00 APBD
Perangkat Daerah
4 Administrasi Umum Perangkat Rp 165.169.000,00 APBD
Daerah
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Rp 272.620.000,00 APBD
Pemerintahan Daerah
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Rp 118.996.000,00 APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Rp 3.335.515.000,00

B. Capaian Kinerja
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Pengukuran capaian kinerja Sekretaris Triwulan III Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Target
Capaian Indikator Kinerja = Realizazi  x 100%

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian kinerja j —1x 100
Efisiensi = ( capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Sekretaris Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel

2.3dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

Triwulan I1I Tahun 2025
N Target Target Realisasis.d %
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan g s.d.Triwulan . - °.
0 Tahunan I Triwulan III | Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Tercapainya Persentase ketersediaan
ketersediaan laporan capaian laporan capaian kinerja persen 100 77,50 77,50 100
kinerja
2 | Tercapainya ketersediaan Persentase ketersediaan
layanan administrasi layanan administrasi
kepegawaian, administrasi kepegawaian,
umum dan jasa penunjang administrasi umum dan persen 100 46,31 46,85 101,17
urusan pemerintah daerah jasa penunjang urusan
pemerintah daerah
3 | Tercapainya pengadaan / Persentase pengadaan /
pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang persen 100 45,35 65,18 143,73
daerah milik daerah
Rata-rata capaiankinerja 114,96
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretaris adalah sebesar
114,96% dengan kategori "Sangat Berhasil”.
Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya
adalah sebagai berikut :
1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun dengan OPD terkait;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara
berkala.
C. CapaianAnggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :
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Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

%
Pagu . .
. Pagu Anggaran Target Realisasi s.d. Capaian
No Kegiatan (Rp) Berubahan 8 8o ptenlan 0 || Triwulan T ((5)/(4)*
(Rp)
100}
1 2 3 4 5 6 7
1 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja 20.762.000 17.364.000 14.725.000 9.283.900 48,12
Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 2.767.072.000 2.764.716.000 2.575.256.000 1.902.851.643 68,83
3 Administrasi
Kepegawaian - - - -
Perangkat Daerah 3.650.000
4 Administrasi Umum
Perangkat Daerah 207.455.000 165.169.000 158.104.500 128.748.347 83,99
5 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 272.620.000 200.091.000 178.288.547 60.73
Pemerintahan Daerah 270.268.000
6 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan 621.750.000 118.996.000 99.366.000 97.977.500 80,47
Pemerintahan Daerah
Jumlah 3.890.957.000 3.338.865.000 3.047.542.500 2.317.149.937 76,03
Rata-rata capaian 68,43

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran

adalah sebesar 76,03 %, dengan rata-rata realisasi anggaran pada Triwulan III adalah

sebesar 68,43 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja pada

Triwulan IIT sebesar 114,96 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar

68 %.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya :

1. Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir bulan /

triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat dilaksanakan di bulan /

triwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 114,96%, sedangkan realisasi

anggaran sebesar 76,03 %, makaterdapatefisiensipenggunaansumberdayasebesar68 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direckomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Triwulan III Tahun
2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras dan
relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan
dicapai;

2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 9 Oktober 2025
Ditanda tangani secara elektronik oleh: Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPA Kota Pekalongan Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

SRIYANA, S.Sos.,M.Si TRI NURTIYASIH S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda Pembina Tingkat |
NIP. 196807091990031008 NIP. 197502191999032003
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kabid PPPHAPPA Triwulan IIl Tahun 2025
dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kabid PPPHAPPA mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kabid PPPHAPPA melalui

pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah

ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
Kabid PPPHAPPA

Penata Tk. |
NIP. 19800512 200501 2 020

Dipindai dengan CamScanner
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Rerdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan

tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021
serta tata kerja Dinas

Nomor 34 Tahun 2024

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan
dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan Perempuan,
pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala bidang pember dayaan
Perempuan pemenuhan hak anak dan perlindungan Perempuan dan anak

menyelenggarakan fungsi :
1. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan

hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
2. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan

hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
penyelengaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

penyelengaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;

penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
nggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

o e ow

penyele
Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
ncegahan kekerasan terhadap perempuan;

penyelenggaraan pe
layanan bagi keluarga dalam mewujudkan

~

8. penyelenggaraan penyediaan

Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
9. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data

gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;

an terhadap anak;

mbangan pemberdayaan dan

10. penyelenggaraan pencegahan kekeras

11. penyelenggaraan penguatan dan penge

perlindungan perempuan;
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12. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;
13. penyelengparaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
14. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan; dan
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala bidang pemberdayaan permpuan,
pemenuhan haka nak dan perlindungan Perempuan dan anak, sebagaimana gambar

1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAR I
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang bherisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025 adalah sebagai

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berikut ;
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kabid PPPHAPPA Tahun 2025
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 | Tercapainya Persentase kegiatan perangkat 9,24
Pengarusutamaan Gender dan daerah yang sudah responsif gender persen
Pemberdayaan Perempuan

2 | Tercapainya Perlindungan Rasio kekerasan terhadap 15,01
Perempuan perempuan (IKK Outcome) persen

3 | Tercapainya Pemenuhan Hak Anak | Persentase Dekela (desa/kelurahan 48,15

layak anak) persen

4 Tercapainya Perlindungan Khusus persentase pengaduan kasus anak 100,00
Anak yang terlayani persen

Kegiatan Anggaran Keterangan
Pelembagaan  Pengarusutamaan  Gender Rp 12.304.000
(PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Rp 12.715.000

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan kewenangan
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Kegiatan Anggaran Keterangan

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan lembaga Rp
penyedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota

165.826.000

Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Rp 8.895.000

lingkup daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Rp 55.564.000
perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 161.820.000

penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak

Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang Rp 8.530.000

melibatkan para pihak lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan bagi anak yang Rp 36.399.000

memerlukan perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi tingkat daerah

Kabupaten /Kota

Penguatan dan pengembangan lembaga Rp 5.282.000

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus tingkat daerah
Kabupaten/Kota

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan Il Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :
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Capalan Indtlator Kinerja = =850 100%,
Paiini

L] "
A Apabila semakdn toggt realisast menunjuldan semakin rendahnya kinerja atau

semaldn rendah vealisast menunjuldan semaldn tngginya kdnerja, ramus:

Capalan Indikator Kinerja = 2080y 100%

nealivas,

CAPATAN INDIKATOR ICINER|A

Pentlatan capalan ldnerja untule setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagrl No, 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
penpaluran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Shala Ordinal Predilat / Kategorl SEESE
90,1 4.4, lehih Sangat Tinggl / Sangat Berhasil s
Ih1 54, 90 Tinggl / Berhasil
(P RO A Sedang / Culcup Berhasil
50,1 s, 65 Rendah / Tidak Berhasil
0 ud, 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian  kinerja  Kepala  Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Triwulan 111 Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Perempuan dan Anak Triwulan 11l Tahun 2025

= P Target Realisasi %
I:::l::::::; Indikator Kinerja ,I.:];:Lgl::‘:" 'I'ritl-.;i[xlun Triwulan 111 Capaian
Tercapainya | Persentase 9,24 0 0 B 0
Pengarusuta | kegiatan persen
maan Gender | perangkat
dan daerah yang
Pemberdayaa | sudah responsif
nPerempuan |gender {1 : :
Tercapainya | Rasio kekerasan 15,01 527 % 527 % 100 %
Perlindungan | terhadap persen
Perempuan perempuan (IKK
| Outcome) | _
3 | Tercapainya | Persentase 48,15 | 0 |0 0

e T T —
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Target Realisasi %
No :f;:: :; Indikator Kinerja Tz:;g:;n Triv}\:"?!an Triwulan Il Capaian
Pemenuhan Dekela persen
Hak Anak (desa/kelurahan
N layak anak) .
4 | Tercapainya | persentase 100,00 100% | 100% 100 %
- Perlindungan ' pengaduan persen |
Khusus Anak | kasus anak yang
| terlayani ——
100 %

Capaian kegiatan di triwulan Il] antara lain :

1. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berupa pemberian konseling dan
pendampingan dan pembekalan bagi anak yang mengajukan dispensasi perkawinan
2. Festival anak
3. Layanan penanganan kasus kekerasan Perempuan dan anak
4. Advokasi KHA bagi pendidik PAUD
5. Advokasi KRPPA dan kecamatan berdaya
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PUG dan 2 kegiatan Lembaga perempuan
C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan
kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan sebagai
berikut :
B | | | Targetsd | Realisasisd | % capaian |
No ! Kegiatan ‘ Anggaran Triwulan Triwulan 111
‘ I 1l .
"1 [ Pelembagaan | 12304.000 | 11824000 = 6675000 @ 56.45 %
Pengarusutamaan Gender i
(PUG) pada  lembaga
pemerintah  kewenangan
Kabupaten/Kota
|
| 7 f'—Pln'a-rra,lfu:rd.'ajr*aan perempuan = 12.715.000 & 6.015.000 = 5254000 87.349% 1

bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
kewenangan |
Kabupaten /Kota
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No

Kegiatan

Penguatan dan
Pengembangan lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan perempuan
kewenangan
Kabupaten/Kota

Pencegahan kekerasan
terhadap Perempuan
lingkup daerah
Kabupaten/Kota

Anggaran

165.826.000

8.895.000

Penyediaan layanan
rujukan lanjutan bagi
perempuan korban
kekerasan yang
memerlukan koordinasi
kewenangan
Kabupaten/Kota

Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup
anak

55.564.000 |

161.820.000

~8.895.000

41.282.000

157.345.000

Ta rgu't sd
Triwulan

88.959.000

138.440.900

_Rcal_isasi s.d
Triwulan 11

- ————

" 8.527.000

"]
29.319.270

—
71.02 %

EE—
87.98 %

% capaian

99.88 %

- _,__.———'—‘-_'l
95,86 %

Pencegahan kekerasan
terhadap tnak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah

8.530.000

Kabupaten/Kota
Penyediaan layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan khusus yang
memerlukan koordinasi
tingkat daerah

Kabupaten/Kota
Penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah
Kabupaten/Kota

Dari table dia
adalah sebesar 74.57 %0.

36.399.000

26.749.000

28.530.000

106.65 %

5.282.000

2.268.000

1.564.000

65.95 %
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BAB Il
PENUTUP

A.

Kesimpulan

Rerdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran

diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan

realisasi anggaran sebesar 7457 % efisiensi sebesar 34.10 %

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
n kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kabid

untuk perbaikan perencanaa
asi dengan

PPPHAPPA Triwulan I1i Tahun 2025 adalah segerd melakukan koordil

para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan
kegiatan dapat tepat waktu
Pekalongan,  Oktober 2025
Mengetahui
Kepafa DPMPPA Kabid PP, PHA dan PPA

<

. Si Endah Wulandari, S.Psi
NIP. 19680709 199003 1 008 NIP. 19800512 200501 2 020

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat Triwulan IIl Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat
waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan dengan

mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Masyarakat

NIP. 19860804 200412 2 002
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~~ Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ST weosvvsscsscsvssstsssssssssomssers sssssssinsssesssssssssss st e Il
BAB I PENDAHULUAN ........ooovnn. ikeEATATIOT A abeaanarsssaseens
A TugasJabatan .................
B Struktur Jabatan ...
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A Perjanjian Kinerja ........cooooooeeessoomresseoms oo
B Capaian Kinerja ..................
C  Capaian Anggaran ..............ocoooovooo...

BAB IV PENUTUP ......covvreerererrs,

A Kesimpulan ..........cccoooreevreerennnn

[ N T 4 o L7 NN 7 [ ' [ S

B  Rekomendasi

.............................................................................

Laporan Kinerja Triwulan Il Kepala Bidang Kelembagaan Masya-rakat dan Pemberdayaan
Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025




A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan

Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat;

. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan
kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

g. penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba

kelurahan;

- Laporan Kinerja Triwulan [Il Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
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i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Kepala
DPMPPA
‘ i i SUB KOORDINATOR |
Kepala Bidang DAN KELOMPOK
KMPM ; ; JABATAN
FUNGSIONAL
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A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian Kkinerja perubahan Tahun 2025 Kepala Bidang

Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

1 | Terfasilitasi Kerja Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI | 83.33%
sama antar Desa dan Kelurahan

2 | Tercapainya Persentase Kelurahan dengan Kriteria | 88.89 %
Kelurahan dengan “Cepat Berkembang”

Kriteria “Cepat
Berkembang”

3 | Tercapaianya Persentase Lembaga Kemasyarakatan | 97.75 %
Lembaga yang Aktif dalam Pemberdayaan
Kemasyarakatan yang | Masyarakat
Aktif dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

- Capaian Indikator Kinerja = Reslizas x 100%

T irmar

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :
Capaian Indikator Kinerja = —2° x100%
Realrsan
3. Rumus Efisiensi
Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (———————  — | + 100

capainy anggaren

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
| 75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat Triwulan [Il Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan

Masyarakat Triwulan III Tahun 2025

Targets.d | Realisasi %
No Kegiatan Indikator Kinerja T’:ﬁtl‘]g: ;n Tm]\;w;llan Tri\i;ilan Caﬂala
11
1 | Terfasilitasi Persentase 83.33% | 83.33% 83.33% 100
Kerja sama antar | Fasilitasi Kerja
Desa sama TNI dan
Kelurahan
2 | Tercapainya Persentase 88.89% | 88.89% 88.89% 100
Kelurahan Kelurahan
dengan Kriteria | dengan Kriteria
“Cepat “Cepat
Berkembang” Berkembang”
3 | Tercapaianya Persentase 97.75 % 97.75 97.68 99.93
Lembaga Lembaga
| Kemasyarakatan | Kemasyarakatan
yang Aktif dalam | yang Aktif dalam
Pemberdayaan | Pemberdayaan
Masyarakat Masyarakat
Rata-rata Capaian | 99.98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar

99.98% dengan kategori “Sangat berhasil”.

C. Capaian Anggaran
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Aadapun realisasi anggaran program

dan kegiatan sebagai berikut :
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Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Bidang Kelembagaan Masyarakat dan

Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan IIl Tahun Anggaran 2025

No Kegiatan

Pagu Anggaran
Tahunan

(Rp)

Target s.d
Triwulan 11l

(Rp)

Realisasi s.d
Triwulan Il

(Rp)

%
Capaian

{14
*100}

(1) (2)

(3]

(4)

(5]

(6)

1 | Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

1.162.250.000

960.298.000

943.904.000

98,29

2 | Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

31.178.000

28.678.000

15.690.200

54,71

3 | Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

875.545.000

795.409.500

415.654.023

52,32

Jumlah Total

2.068.973.000

1.784.385.500

1.375.248.223

77,07

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada
triwulan I1I adalah sebesar 77,07%.
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Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 99.98%,
sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,07%, maka tidak terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya. Adapun realisasi anggaran yang kurang maksimal

dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat pada triwulan berikutnya
adalah :

1. Segera dilaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun disesuaikan
dengan anggaran perubahan.

2. Realisasi kineja keuangan tahun 2025 minimal 90%.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui
KEPALA DPMPPA KOTAPEKALONGAN, KEPALA BIDANG KMPM
SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008 NIP. 19860804 200412 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Iil TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik danmencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes,

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian
Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan melalui pelaksanaan kegiatan dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN,

FASEHAH, S.H.
Penata Tingkat |
NIP 19770208 199603 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan, dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai
tugassebagai berikut :

1.
2.

© ©® N O

10.

11.

Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program,
kegiatan dan anggaran;

Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
Memverifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan;

Melaksanakan fungsi akuntansi;

Menyusun bahan dan mengkoordinasikan laporan keuangan;

Menyusun bahan profil perangkat daerah;

Mengelola data dan informasi;

Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,
dan Keuangan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

i

5SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
PERENCANAAN, DAN KEPEGAWAIAN
EVALUASI DAN

L L1 11|

=1 PENELAAH TEKNIS

KELOMPOK JABATAN |— KEGIATAN

FUNGSIONAL =

I F 1) PENGADMINISTRAS|

. PERKANTORAN

BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PEMENUHAN MASYARAKAT DAN
HAK ANAK DAN PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN MASYARAKAT

DAN ANAK

BIDANG KELEMBAGAAN

UPTD
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan
Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Subbagian Perencanaan,
Evaluasi, dan Keuangan

Tahun 2025
SASARAN INDIKATOR ]
NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
[ (1) (2) (3) (4) (3)
Sasaran Kegiatan :

1 | Tercapainya Persentase 100 persen | Formulasi : Persentase capaian |
Perencanaan, ketercapaian sub kegiatan penyusunan
Penganggaran, dan perencanaan, dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja penganggaran, perangkat daerah + Persentase
Perangkat Daerah dan evaluasi capaian sub keg. Koordinasi

kinerja perangkat Penyusunan Dokumen RKA -
daerah SKPD + Persentase capaian
sub keg. Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dibagi 3
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
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SASARAN

INDIKATOR

Keuangan SKPD

i Keuangan SKPD

Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

NO | KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN !
(1) (2) (3) (4) (5) !
2 | Tercapainya Persentase 100 persen | Formulasi : Persentase capaian 1
Administrasi ketercapaian sub keg. penyediaan gaji dan
Keuangan administrasi tunjangan ASN + Persentase
| Perangkat Daerah keuangan capaian sub keg. Pelaksanaan
- perangkat daerah penatausahaan dan
pengujian/verifikasi keuangan
SKPD + Persentase capaian
sub keg Koordinasi dan
penyusunan Lap. Keuangan
akhir tahun SKPD dibagi 3
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :

1 | Tersusunnya | Jumiah Dokumen | 2 dokumen | Formulasi : Jumiah Dokumen
Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah
Perencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi
Perangkat Daerah semakin baik

Sumber data : DPMPPA

2 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 2 dokumen | Formulasi : Jumliah Dokumen
Dokumen RKA- RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
SKPD dan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Hasil Koordinasi Koordinasi Dokumen RKA-SKPD
Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tinggi
Dokumen RKA- Dokumen RKA- semakin baik
SKPD SKPD Sumber data : DPMPPA

3 | Tersusunnya Jumlah Laperan 15 laporan | Formulasi : Jumlah Laporan
Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat
Kinerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah
Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi

semakin baik
Sumber data : DPMPPA
4 | Tersedianya Gaji Jumlah Orang 21 Formulasi : Jumiah Orang yang
dan Tunjangan ASN | yang Menerima orang/bulan | Menerima Gaiji dan Tunjangan
Gaji dan ASN
Tunjangan ASN Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : DPMPPA

5 | Tersusunnya Jumlah Dokumen 12 Formulasi : Jumlah Dokumen
Dokumen Penatausahaan dokumen | Penatausahaan dan
Penatapsahaan dan | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Pengujian/Verifikasi | Pengujian/Verifikas SKPD
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SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
6 | Tersusunnya Jumiah Laporan 1 laporan | Formulasi : Jumlah Laporan
Laporan Keuangan | Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akhir Tahun SKPD | Tahun SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi
| dan Laporan Hasil Laporan Hasil Penyusunan Laporan Keuangan
I Koordinasi Koordinasi Akhir Tahun SKPD
{ Penyusunan Penyusunan Tipe capaian : Semakin tinggi
l Laporan Keuangan | Laporan Keuangan semakin baik
J Akhir Tahun SKPD | Akhir Tahun SKPD Sumber data : DPMPPA
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 6.214.000,00 APBD
Perangkat Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rp 1.403.000,00 APBD
RKA-SKPD
3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 9.747.000,00 APBD
4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Rp 2.719.615.000,00 APBD
5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Rp 36.837.000,00 APBD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6 Koaordinasi dan Penyusunan Laporan Rp 1.264.000,00 APBD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Rp 2.775.080.000,00

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi,
dan Keuangan Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan
rumus:

Capaian Indikator Kinerja = % x 100%
arget

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
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rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Target

Realisas:

x 100%

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

capaian Kinerja

Efisiensi = (

capaian anggaran

)—1x100

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan

Keuangan Triwulan Ill Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

s.d. Triwulan il Tahun 2025

Target Realisasi
N SASARAN : e Target s.d. s.d. %
o KINERJA Indikator Kinerja Satuan | ronunan | Triwulan | Trwulan | Capaian
i i
1 2 3 4 5 6 7 3
Sasaran Kegiatan
1 | Tercapainya Persentase persen 100 63.33 63.33 100.00
Perencanaan, ketercapaian
Penganggaran, perencanaan,
dan Evaluasi penganggaran, dan
Kinerja Perangkat | evaluasi kinerja
Daerah perangkat daerah |
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Target Realisasi
= ST Target s.d. s.d. %
: S}QSEE?E Indikator Kinerja Stian Tah:sghan Triwulan | Triwulan | Capaian
i i
1 2 3 4 5 6 7 8
7 87 ;
2 ;grcgpalnyg Parssniase persen 100 91.67 916 100.00
ministrasi :
Keuangan ketercapaian
P Nk administrasi keuangan
erangka
Diterah perangkat daerah
| Sasaran Sub Kegiatan
' 1 | Tersusunnya Jumiah Dokumen dokumen 2 2 2| 100.00
Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat
Daerah
2 | Tersusunnya Jumiah Dokumen dokumen 2 1 1 100.00
Dokumen RKA- RKA-SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Penyusunan RKA-SKPD
Dokumen RKA-
SKPD
3 | Tersusunnya Jumlah Laporan laporan 15 1 11 100.00
Laporan Evaluasi | Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat | Perangkat Daerah
Daerah
4 | Tersedianya Gaji | Jumlah Orang yang orang/ 21 21 21 100,00
dan Tunjangan Menerima Gaji dan bulan
ASN Tunjangan ASN
5 | Tersusunnya Jumliah Dokumen dokumen 12 9 9 100.00
Dokumen Penatausahaan dan
Penatausahaan Pengujian/Verifikasi
dan Keuangan SKPD
Pengujian/Verifik
asi Keuangan
SKPD
6 | Tersusunnya Jumlah Laporan laporan 1 1 1 100.00
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir SKPD dan Laporan
Tahun SKPD dan | Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Penyusunan Laporan
Koordinasi Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan SKPD
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD |
Rata-rata capaian kinerja 100.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan adalah sebesar 100% dengan kategori

"Sangat Berhasil”.
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Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 111 ini adalah sebagai

berikut:

1. Adanya koordinasi baik koordinasi internal maupun external dengan OPD terkait;

2. Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara

berkala.

Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung

dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program

dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025
%
Pagu Pagu : Capaia
Sub Kegiatan Anggaran Pergeseran ‘.:'.:rwg:lta?tﬂl R::Efu‘:::ﬁ‘lf' n
(Rp) (Rp) {(5)4)"
100}
2 3 4 5 6 7
Penyusunan 7,204,000 6,214,000 5,004,100 2,740,000 54,76
Dokumen
Perencanaan
| Perangkat Daerah
| Koordinasi dan 1,558,000 1,403,000 1,186,000 885,900 74.70
' Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja 12,000,000 9,747,000 8,534,900 5,658,000 66.29
Perangkat Daerah
Penyediaan Gajidan | 2,726,098,000 | 2,719,615,000 | 2,545,705,000 | 1,874,137,743 7362
| Tunjangan ASN
| Pelaksanaan 39,530,000 36,837,000 28,287,000 27,450,000 97.04
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan 1,444 000 1,264,000 1,264,000 1,263,900 99.99
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah 2,787,834,000 | 2,775,080,000 | 2,589,981,000 1 1,912,135,543 73.83
Rata-rata capaian 77.73
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 73,83%, dengan rata-rata realisasi anggaran pada

Triwulan 1l adalah sebesar 77,73%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan Il sebesar 100%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 35,45%.

1. Terdapat kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan selesai di akhir
bulanftriwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat
dilaksanakan di bulan/triwulan berikutnya;

2. Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%,
sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan |l adalah sebesar 73,83 %, maka
terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja triwulan Il
sebesar 35,45%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Triwulan Ill Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Oktober 2025
Mengetahui
SEKRETARIS KEPALA SUBBAGIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN
W DPMPPA KOTA PEKALONGAN,
TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes FASEHAH, S.H.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat |
NIP 19750219 199903 2 003 NIP 19770208 199603 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah
satu  cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada
masyarakatumumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Kepala Subbagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporanini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
PEGAWAIAN

. 1 NTO.S
- Penata Tingkat I
NIP. 19750620 199603 1 003

Laporan Kinerja Triwulan I1] Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
2025




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....ciciiiniiricnisnmnemmrassesnmmsmmesssasassmmmasessssnasssssasssanssessasassanasoass i
B L ii
RAETAR TABEL s s s senia iii
B R T L o oo A R G S e B iv
BAB I PENDAHULUAN ..ot s ssssss s e sssssesinassesavessas seen 1
A  Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan .............cvveenceiennannnnan, i}
B Skl Jabata s iannaannnuiiensins sl iveniieiisig 1
BAB 11 AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.......cccourmiunumrmrerssnnsereresinsisssnen 3
A Perjanjian KiNerja.........cccccviviininieiiiiiininnsssssssnsessns s ssvesaees 3
B Capaian Kinerja oaaimammimminmisniaoiasaainanim 6
G -CaDaian AREEATAN aummssnannimviieaasas i 8
BAB III PENUTUP.....civiiiimmmnnimmmmmsersssssssssnesssssesssssssssssssssssssssssssssens 10
A KeSIMPUIAN .cociiiiicirenieines s essessensseesneressesem 10
B Bekomendast s ssisiimiissnsasmaammiimaiiimms 10

Laporan Kinerja Triwulan Ill Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
2025



DAFTAR TABEL

2.1 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan
OSREI B MEMIIBTL. et cstssnsiseso s s 8 B o s i s
2.2 Pengukuran Dengan Skala Orginal ...................
2.3 Pengukuran Kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
S.d. Triwulan 1 TAhUN 2025 ........cuuumeimmmmmmmmmssismmmmsenmensesssssssssnssssnsosssesssssssssss
2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025 ..........

iﬂetznsberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

' ]



DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi

Laporan Kinerja Triwulan 1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
2025



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugassebagai berikut :

it
2,

menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan
kearsipan;

melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan,
pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SoP)
dan atau Standar Pelayanan (SP);

melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB),
Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,

sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :

Laporan Kinerja Triwulan Il Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
2025



Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Tahun

2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
o 2 3 B
1 | Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 paket
beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
2 | Tersedianya Komponen Jumlah Paket Komponen 4 paket
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 | Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan 4 paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4 | Tersedianya Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan Rumah 4 paket
Tangga Tangga yang Disediakan
5 | Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik 4 paket
Kantor Kantor yang Disediakan
6 | Tersedianya Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan 13 paket
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan
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Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
7 | Tersedianya Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 1 dokumen
Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang Disediakan
8 | Terselenggaranya Rapat Jumlah Laporan 50 laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9 | Tersedianya Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 4 laporan
Menyurat Surat Menyurat
10 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
11 Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
12 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraan Perorangan 16 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
13 | Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor dan 2 unit
| /Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
14 | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana 52 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya | Dipelihara/Direhabilitasi
Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya 3.650.000,00 APBD-P
2  Penyediaan Komponen Instalasi 1.710.000,00 APBD-P
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10

11

12

13

14

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah

44.952.000,00 APBD-P
2.050.000,00 APBD-P
38.244.000,00 APBD-P
4.380.000,00 APBD-P
2.530.000,00 APBD-P
71.303.000,00 APBD-P
2.520.000,00 APBD-P
86.000.000,00 APBD-P
184.100.000,00 APBD-P
71.960.000,00 APBD-P
32.546.000,00 APBD-P
14.490.000,00 APBD-P
560.435.000,00
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Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Realisaz: 4 00y,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = -T278%t 1009
Realizasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = ( SBzriineria o _ 4, 199
capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori T
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 5.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1sd, 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil N

Adapun capaian kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Triwulan Il Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
s.d. Triwulan III Tahun 2025

Target :
No Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan T:;Lff:n adl.[':'w sﬁf_a r,l"f.,a?;, cal;zm
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Paket 1,00 - - -
Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
2 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen Paket 4,00 3,00 3,00 100%
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Paket 4,00 3,00 3,00 100%
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
4 | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan Paket 4,00 3,00 3,00 100% |
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
5 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Paket 4,00 3,00 3,00 100%
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
6 | Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Paket 13,00 10,00 10,00 100%
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
7 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Dokumen 1,00 - - -
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan
yang Disediakan
8 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Laporan 50,00 50,00 55,00 110%
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
9 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan | Laporan 4,00 3,00 3.00 100%
Menyurat Penyediaan Jasa Surat '
Menyurat
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Laporan 12,00 9,00 9,00 100%
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Laporan 12,00 9,00 9,00 100%
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
vang Disediakan
12 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Unit 16,00 12,00 12.00 100%
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan Dinas Yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas dibayarkan Pajaknya
Jabatan
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Target :
‘ " Target Realisasi Capaian
No Sub Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Tabiinaa sdiI‘I‘W sd TW Il %
1 2 3 4 5 6 7 8
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Unit 2,00 2 2 100%
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Unit 52,00 35,00 35.00 100%
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata capaian kinerja 100,83%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian adalah sebesar 100,83% dengan kategori "Sangat

Tinggi/Sangat Berhasil".

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung dengan

program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan

sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

Pagu Anggaran | Targets.d. TW | Realisasi s.d. Capaian
No Sub Kegiatan (Rp) I TWIII %
1 2 3 4 5 6
1 | Pengadaan Pakaian Dinas 3.650.000,00 - - -
Beserta Atribut
Kelengkapannya
2 | Penyediaan Komponen 1.710.000,00 1.282.500,00 855.000,00 | 66,67%
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 Penyediaan Peralatan dan 44.952.000,00 | 39.238.250,00 | 38.090.047,00 | 97.07%
Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Peralatan Rumah 2.050.000,00 1.537.500,00 1.018.000,00 | 66,21%
Tangga
5 | Penyediaan Bahan Logistik 38.244.000,00 | 31.845.000,00 | 30.119.000,00 | 94,58%
Kantor
6 | Penyediaan Barang Cetakan 4.380.000,00 4.073.250,00 3.763.200,00 | 92,39%
dan Penggandaan
7 Penyediaan Bahan Bacaan 2.530.000,00 2.025.000,00 1.950.000,00 | 96,30%
dan Peraturan Perundang-
undangan

2025
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Pagu Anggaran Targets.d. TW | Realisasis.d. | Capaian
No Sub Kegiatan (Rp) i TW I %
1 2 3 4 5 6
8 | Penyelenggaraan Rapat 71.303.000,00 | 70.103.000,00 | 52.953.100,00 | 75,54%
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
9 | Penyediaan Jasa Surat 2.520.000,00 2.120.000,00 830.000,00 | 39,15%
Menyurat ]
10 | Penyediaan Jasa Komunikasi, 86.000.000,00 | 60.504.000,00 | 44.187.611,00 | 73,03%
Sumber Daya Air dan Listrik
11 | Penyediaan Jasa Pelayanan 184.100.000,00 | 137.467.000,00 | 133.270.936,0 | 96,95%
Umum Kantor
12 | Penyediaan Jasa 71.960.000,00 | 53.361.250,00 | 52.422.750,00 | 98,24%
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 32.546.000,00 | 32.546.000,00 | 32.096.000,00 | 98,62U%
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
14 | Pemeliharaan/Rehabilitasi 14.490.000,00 | 13.458.750,00 | 13.458.750,00 100%
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah 560.435.000,00
Rata-rata realisasi | 84,21%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase realisasi penggunaan

anggaran adalah sebesar 84,21%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

indikator kinerja pada Triwulan Il sebesar 100,83%, maka terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya sebesar 19,74%.

Efisiensi tersebut dikarenakan beberapa kegiatan yang secara fisik dilaksanakan dan

selesai di akhir bulan/triwulan sehingga pertanggungjawaban keuangan baru dapat

dilaksanakan di bulan/triwulan berikutnya.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas
dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100,83%, sedangkan
realisasi anggaran sebesar 84,21%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

pada capaian kinerja Triwulan 1] sebesar 19,74%,

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian Triwulan [II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

3. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

SEKRETARIS TUMNDAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN, PPMPPA KOTA PEKALONGAN,

DI HARYANTQ
Pembina Tingkat I Penata Tingkat |

NIP. 19750219 199903 2 003 NIP. 19750620 199603 1 003
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

,;

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) "Kepala UPTD PPA” Triwulan Il Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa “Kepala UPTD PPA” mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja “Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak” melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Kepala UPTD PPA

oM

DY YU
Penata Tingkat |
NIP. 19690902 199203 2 011
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. “Kepala UPTD

PPA” mempunyai tugas :

1) Menyusun Program kerja UPTD PPA
2) Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

layanan pada UPTD PPA;

3) Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

4) Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan

UPTD PPA;

5) Melaksanakan administrasi UPTD PPA;
6) Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan
1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

“Kepala UPTD PPA” sebagaimana gambar

KEPALA UPTD PPA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian Kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja perubahan “Kepala UPTD PPA” Tahun 2025

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala UPTD PPA
Tahun 2025
INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Sasaran Kegiatan :
1 | Tercapainya Penyediaan Persentase 100 Formulasi : (Jumlah
Layanan Rujukan Lanjutan | korban persen | perempuan korban
bagi Perempuan Korban kekerasan kekerasan yang ditangani/
Kekerasan yang perempuan jumlah kasus kekerasan
Memerlukan Koordinasi yang terlayani pada perempuan yang
Kewenangan masuk ke UPTD PPA) x
Kabupaten/Kota 100
Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
2 | Tercapainya Penyediaan Persentase anak 100 Formulasi : (Jumlah anak
Layanan bagi Anak yang korban persen | korban kekerasan yang

Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat Daerah

kekerasan yang
ditangani
instansi terkait

ditangani/ jumlah kasus
kekerasan pada anak yang
masuk UPTD PPA) x 100
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INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA KINERJA TARGET KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Kabupaten/ Kota kabupaten/
kota Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
Sub Kegiatan
1 | Tercapainya Koordinasi Jumlah Layanan 65 Formulasi : Jumlah Layanan
dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Layanan | Tindak Lanjut Pengaduan
Pelaksanaan Penyediaan Pengaduan yang memerlukan
Layanan Rujukan Lanjutan | yang Sinkronisasi bagi Perempuan
bagi Perempuan Korban memerlukan Korban Kekerasan
Kekerasan Kewenangan Koordinasi dan Kewenangan Kabupaten/
Kabupaten Kota Sinkronisasi Kota
bagi perempuan
Korban Tipe capaian : Semakin tinggi
Kekerasan semakin baik
Kewenangan Sumber data : UPTP PPA
Kabupaten. DPMPPA
Kota
2 | Tercapainya Koordinasi Jumlah AMPK 65 Formulasi :Jumlah AMPK
Pelaksana Layanan AMPK | yang Layanan | yang mendapat layanan
mendapatkan
layanan Tipe capaian : Semakin tinggi
semakin baik
Sumber data : UPTD PPA
DPMPPA
Sub Kagiatan
1. I%oordinasi dan Sinkronisasi Anggaran Keterangan
Pel.aksanaan Penyediaan Layanan Rp 55.564.000 APBD-P
Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota Rp 36.399.000 APBD-P

2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja “Kepala UPTD PPA” Triwulan III Tahun 2025

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator

kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:
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Realizasi

Capaian Indikator Kinerja = x100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Target

Capaian Indikator Kinerja = x100%

Realizasi

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Efisiensi = (Sezaiankineria_y 4 4 19

capaian anggaran

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja “Kepala UPTD PPA” Triwulan III Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja “Kepala UPTD PPA”
Triwulan III Tahun 2025
Target Reililsa
(]
N Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target §/ d s/d /(f
o Tahunan | Triwula . Capaian
Triwula
n III
n II1
1. [Tercapainya Persentase korban 0
Penyediaan kekerasan perempuan 100 persen 100 % 100 % 100%
Layanan Rujukan [yang terlayani
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Lanjutan bagi
Perempuan
Korban Kekerasan
yang Memerlukan
Koordinasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

2. [Tercapainya Persentase anak korban
Penyediaan kekerasan yang ditangani
Layanan bagi Anak [instansi terkait

vang Memerlukan kabupaten/ kota
Perlindungan
Khusus yang
Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota

0 0
100 persen 100 % 100 % 100%

3. [Tercapainya Jumlah Layanan Tindak
Koordinasidan  [Lanjut Pengaduan yang
Sinkronisasi memerlukan Koordinasi
Pelaksanaan dan Sinkronisasi bagi
Penyediaan perempuan Korban
Layanan Rujukan [Kekerasan Kewenangan |65 Layanan
Lanjutan bagi Kabupaten. Kota
Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten Kota

55 82

149,09 %
Layanan | Layanan

4. [Tercapainya Jumlah AMPK yang 55 108
Koordinasi mendapatkan layanan
Pelaksana Layanan
IAMPK

65 Layanan 196,36%

Layanan | Layanan

Rata- rata 136,36%

Dari tabel diatasdapat dilihat bahwarata-rata capaian kinerja “Kepala UPTD PPA”
adalah sebesar 136,36 % dengan kategori “ Sangat Tinggi/ Sangat berhasil ”.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai
berikut :

1. Adanya koordinasi yang intens dengan stakeholder

2. Dukungan dan Kerjasama antar bidang di DPMPPA

3. Adanya komitmen atasan akan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
4

. Dalam satu kasus bisa dilakukan beberapa layanan. (adanya kasus kedaruratan
yang mengarah ke ranah hukum sehingga memerlukan pendampingan
maksimal)
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran untuk
perencanaan kegiatan anggaran tahun depan serta menyiapkan pelaksanaan

kegiatan triwulan selanjutnya.

2. Merevisi target tahunan jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang
memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan

kewenangan Kabupaten. Kota dan jumlah AMPK yang mendapatkan layanan.

C. Capaian Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah didukung
dengan program dan kegiatan dalam APBD. Adapun realisasi anggaran program dan
kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025

p Realisasi
: Angag{:r\:an Pagu T:f1rget s/d -S/d % Capaian
No Kegiatan Tahunan Perubahan | Triwulan III Trlvl\?lﬂan 1(6)/(5)*100}
(Rp) (Rp) (Rp) ®
p)
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7)
1 | Koordinasi  dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penyediaan
Layanan Rujukan | 63.842.000,-
Lanjutan bagi 55.564.000 | 41.282.000 | 29.319.270 71,02 %
Perempuan
Korban Kekerasan
Kewenangan Kab/
Kota
2. | Koordinasi
Pelaksanaan 42.483.000 36.399.000 | 26.749.000 | 28.530.000 106,66 %
Layanan AMPK
\ Rata-rata 88,84%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran pada triwulan III

adalah sebesar 88,84 %.

— Laporan Kinerja Triwulan IIl “Kepala UPTD PPA “DPMPPA Kota Pekalongan”, 2025




Berdasarkan tabel diatas persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar

88,84 %.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 53,49 %, yang berarti terdapat

penghematan penggunaan anggaran
Efisiensi ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan di akhir bulan sehingga

pertanggungjawabannya dilaksanakan di bulan berikutnya.

b. Beberapa penanganan dilakukan oleh tenaga profesi internal sehingga tidak

diberikan honorarium.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran
diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 136,36 %, dengan
kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil” sedangkan realisasi anggaran sebesar

88,84 9%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 53,49 %.

B. Rekomendasi
Berdasarkan Kkesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kepala UPTD

PPA Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi sub kegiatan agar selaras dan relevan dengan tugas
fungsi Kepala UPTD PPA yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

Anak.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
Mengetahui

Kepala UPTD PPA

W

DYAH AYU ERMAWATL S.KM
NIP: 19690902 199203 2 011
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Muda Triwulan Il Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata Kkepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Muda mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Muda melalui
pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah

ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
ANALIS KEB N MUDA

NIP. 19740529 200¥01 2 005
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai

berikut:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta / anggota

2. Mengumpulkan ( mengenali dan mencari ) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional

3. Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda Kkebijakan
( masalah formal )

4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat
sederhana (instansional)

5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan

6. Menyusun dan menetapkan metedologi untuk melakukan analisis kebijakan ( sesuai
dengan kebutuhan ) yang bersifat sederhana ( 1-2 metode )

7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih
untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta / anggota

8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara
berkelompaok sebagai peserta / anggota

9. Menganalisis permasalahan kebijakan

10.Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan

11.Menyusun konsep / draft yang bersifat beschiking ( penetapan )

12.Membahas konsep kebijakan sebagai peserta / anggota

13.Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan

14.Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta / anggota

15.Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan
system yang ada

16.Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
secara berkelompok sebagai peserta / anggota

17.Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok
sebagai peserta/anggota

18.Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah
ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta / anggota

19. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan
sebagai peserta/anggota

20. Menyusun kebijakan / peraturan pemerintah sebagai peserta / anggota

21. Menjadi Saksi Ahli
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B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Perlindungan Anak, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun
2021, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!
DIXAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

PERLINDURGAN ANAK

e A e |
KEPALA DINAS

—[1 SEXRETARIAT
i
|

| ! 1 '

- [ [TTTT SUBBAGIAN PERENCANAN, | | SUBBAGIAN UMUM DAN
= NELOMPOK JABATAN 1~ EVALUASI DAN WEUANGAN | | KEPEGAWAIAN
—  RUNGSONML

ik ey

| .
1 |
BIDANG KELEMBAGAAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARKAT DAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAX
PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PEREMPUAN DAK ANAK
U
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Muda Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Muda
Tahun 2025
No | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja Target Keterangan N
asaran Kegiatan :

1 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap perempuan dibagi
Kekerasan pencegahan target kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap kekerasan terhadap terhadap perempuan dikali 100
Perempuan Lingkup perempuan Lingkup Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Daerah Kab / Kota | Daerah Kab / Kota baik

| Sumber data : DPMPPA
2 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan
Pencegahan ketercapaian persen | kekerasan terhadap anak dibagi target
‘ Kekerasan pencegahan kegiatan pencegahan kekerasan
Terhadap Anak Kekerasan Terhadap terhadap anak dikali 100
| yang Melibatkan Anak yang Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Para Pihak Lingkup | Melibatkan para baik
Daerah Kab / Kota | Pihak Lingkup Sumber data : DPMPPA
Daerah Kab / Kota

3 | Tercapainya Persentase forum 100 Formulasi : (Jumlah forum anak yang
Penguatan dan anak yang aktif persen | aktif / jumlah forum anak se kota
Pengembangan Pekalongan) X 100%
Lembaga Penyedia Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Layanan baik
Peningkatan Sumber data : DPMPPA
Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Kab/ Kota

4 | Tercapainya Persentase Sub 100 Formulasi : Jumlah sub kegiatan yang
Pelembagaan Kegiatan yang | persen | responsif gender pada tahun -n / target
Pengarus Utamaan | responsive gender sub kegiatan yang akan diresponsifkan
Gendef (PUG) pada _gender s.d tahun 2026 ( 372 sub
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No I Sasaran Kinerja | IndikatorKinerja | Target Keterangan
Sasaran Kegiatan :
| Lembaga kegiatan, 2 sub
Pemerintah kegiatan/DPD/tahun)xlDO%
Kewenangan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Kabupaten / Kota baik
Sumber data : DPMPPA

5 | Tercapainya Persentase 100 Formulasi {Jumlah organisasi
Pemberdayaan Organisasi persen | kemasyarakatan/lembaga
Perempuan Bidang Kemasyarakatan/ kemasyarakatan yang dilatih / jumlah
Politik, Hukum, Lembaga seluruh organisasi
Sosial, dan Ekonomi | Kemasyarakatan kemasyarakatan /lembaga
pada Organisasi yang mendapatkan kemasyarakatan) x100%
Kemasyarakatan sosialisasi/ advokasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Kewenangan Pemberdayaan baik
Kabupaten/ Kota Perempuan Sumber data : DPMPPA

6 | Tercapainya Persentase Perangkat 100 Formulasi : Jumlah DWP yang
Penguatan dan derah yang | persen | melaksanakan kegiatan / Jumlah seluruh
Pengembangan melaksanakan Dharma Wanita yang ada x 100%
Lembaga Penyedia kegiatan dharma Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Layanan wanita baik
Pemberdayaan Sumber data : DPMPPA
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

7 Tercapainya Persentase 100 Formulasi  : Persentase ketercapaiem
Penguatan dan ketercapaian persen | penguatan dan pengembangan lembaga
Pengembangan Penguatan dan penyedia lyanan bagi anak yang
Lembaga Penyedia Pengembangan memerlukan perlindungan khusus
Layanan bagi Anak lembaga penyedia Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
yang Memerlukan layanan bagi anak baik
Perlindungan yang  memerlukan Sumber data : DPMPPA

Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten S
Kota

perlindungan Khusus
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L

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target } Keterangan
Sasaran Sub Kegiatan :

1 Tersusunnya Jumlah Dokumen 3 Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil
Dokumen Hasil Hasil Koordinasi dan | Dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan  Kekerasan
Pelaksanaan Kebijakan, Program Terhadap Perempuan Kewenangan
Kebijakan, Program | dan Kegiatan Kabupaten/Kota
dan Kegiatan Pencegahan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Pencegahan Kekerasan Terhadap baik
Kekerasan Perempuan Lingkup Sumber data : DPMPPA
Terhadap Daerah Kabupaten /

Perempuan Lingkup | Kota
Daerah Kab / Kota

2 Terlayaninya SDM Jumlah SDM | 27 Orang | Formulasi Jumlah SDM Penyedia
Penyedia Layanan Penyedia Layanan Layanan yang terlatih dan
yang terlatih dan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan
mendapatkan mendapatkan dan Penanganan AMPK
sertl'ﬂkat sert?ﬁkat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Perlindungan dan Perlindungan dan baik
Penanganan AMPK Penanganan AMPK Sumber data : DPMPPA

3 | Terlaksananya Jumlah kegiatan 1 Formulasi Jumlah  kegiatan
kegiatan pencegahan KtA | Kegiatan pencegahan KtA terpadu

tA t
pencegaban k g Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
terpadu ;
baik
Sumber data : DPMPPA
4 Jumlah Dokumen I ;
! Tersusunnya hasil Koordinasi dan 4 Fnrmu_las1_ : Jumlah Dokumen Hasil
| Dokumen hasil sinkronisasi dokumen | Koordinasi dan Sinkronisasi
l koordinasi dan Perumusan Perumusan Kebijakan
sinkronisasi Kebijakan Pengarusutamaan  Gender (PUG)
Pérsitiisan EEHTFU(?H&TE&H Kewenangan  Kabupaten/  Kota
0 ender ; Tipe capaian : Semakin tinggi ki
| Kebl akan P pﬂ] : n.%] semakin
Pen ]arusutamaan E:;::en;tﬁjnl{ota el
e 5 Sumber data : DPMPPA
Gender (PUG)
Kewenangan
| Kabupaten/ Kota
|
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Keterangan
Sasaran Sub Kegiatan :

5 | Tersusunnya }-um.lah E!‘olclum(_an 2 Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil
Dokumen hasil ham.l Sosialisasi dokumen | Sosialisasi  Peningkatan Partisipasi
Sonialiast Pem_ngkatan Perempuan di Bidang Politik, Hukum,

. Partisipasi Sosial dan ekonomi Kewenangan
Peningkatan Perempuan di Kabupaten/ Kota
Partisipasi Bidang Politik, Tipe capaian : Semakin tinggi semakin
Perempuan di Hukum, Sosial dan baik
Bidang Politik, ekonomi Sumber data : DPMPPA

. Kewenangan
Hukum, Sosial
' , Kabupaten/ Kota
dan ekonomi pateny
Kewenangan
Kabupaten/ Kota

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan Il Tahun

2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja

kegiatan,

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 8&lizast 4 10004

Targat

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = _T2xget_
Real

izas

x 100%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Laporan Kinerja Triwulan 11 Analis Kebijakan Muda | DPMPPA Kota Pekalongan, 2025




Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Muda Triwulan 11l Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Muda

Triwulan IlI Tahun 2025

Target Realisasi %
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja s.d. sd. s.d. s.d. sd. s.d Copalay
Tahunan |y | twar | twin | twa | Twar | Twn
1 [ Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapaian 100 33.33 66,66 | 66,6 33,33 66,66 66,6 100
Kekerasan Terhadap pencegahan kekerasan persen
Perempuan Lingkup Daerah | terhadap perempuan
Kabupaten / Kota Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota
2 | Tercapainya Pencegahan Persentase ketercapaian 100 - - - & G
Kekerasan Terhadap Anak pencegahan Kekerasan persen
yang Melibatkan Para Pihak | Terhadap Anak yang
Lingkup Daerah Kabupaten / | Melibatkan para Pihak
Kota Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota
3 | Tercapainya Penguatan dan | Persentase forum anak 100 - % - = N
Pengembangan Lembaga yang aktif persen

Penyedia Layanan
Peningkatan Kuajitas Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten / Kota
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Target Realisasi %
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja =3 s Sd 7 od. i Capaian
) Tahunan | wor | pwar | Twan | Tw CTWIL | TWLII
4 | Tercapainya Pelembagaan Persentase Sub Kegiatan 100 - 25 50 - 25 50 100
Pengarus Utamaan Gendef yang responsive gender persen persen | persen persen | persen
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten / Kota
5 | Tercapainya Pemberdayaan | Persentase Organisasi 100 - 50 50 - 50 50 100 |
Perempuan Bidang Politik, Kemasyarakatan/ persen persen | persen persen | persen
Hukum, Sosial, dan Ekonomi | Lembaga Kemasyarakatan
pada Organisasi yang mendapatkan
Kemasyarakatan sosialisasi/ advokasi
Kewenangan Kabupaten/ Pemberdayaan
Kota Perempuan N
6 | Tercapainya Penguatan dan | Persentase Perangkat 100 - - - - - - -
Pengembangan Lembaga derah yang melaksanakan persen
Penyedia Layanan kegiatan dharma wanita
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/
Kota
7 | Tercapainya Penguatan dan | Persentase ketercapaian 100 - - - - - -
Pengembangan Lembaga Penguatan dan persen
Penyedia Layanan bagi Anak | Pengembangan lembaga
yang Memerlukan penyedia layanan bagi
Perlindungan Khusus anak yang memerlukan
Tingkat Daerah Kabupaten/ | perlindungan Khusus
Kota
Rata-rata Capaian 100
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Realisasi %
. _ o Target ool
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja oD
Tahunan | SATWI | sdTWIl | sdTWIIl | sd TWI | sdTWI | s.d TWIII
1 | Tersusunnya Dokumen Hasil | Jumlah Dokumen Hasil 3 - 2 2 1 2 2 100
Koordinasi dan Sinkronisasi | Koordinasi dan dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan Kebijakan, Program dan
Pencegahan Kekerasan Kegiatan Pencegahan
Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap
Lingkup Daerah Kabupaten / | Perempuan Lingkup
Kota Daerah Kabupaten / Kota
2 | Terlayaninya SDM Penyedia | Jumlah SDM Penyedia 27 orang - - . - - - 100
Layanan yang terlatih dan Layanan yang terlatih dan
mendapatkan sertifikat mendapatkan sertifikat
Perlindungan dan Perlindungan dan
Penanganan AMPK Penanganan AMPK
3 | Terlaksananya kegiatan Jumlah kegiatan 1 - - - - s 100
pencegahan KtA terpadu pencegahan KtA terpadu kegiatan
4 | Tersusunnya Dokumen hasil | Jumlah Dokumen hasil 4 - 1 2 - 1 2 100
koordinasi dan sinkronisasi | Koordinasi dan dokumen
Perumusan Kebijakan sinkronisasi Perumusan
Pengarusutamaan Gender Kebijakan
(PUG) Kewenangan Pengarusutamaan Gender
Kabupaten/ Kota (PUG) Kewenangan
Kabupaten/ Kota
5 | Tersusunnya Dokumen hasil | Jumlah Dokumen hasil 2 1 1 - I 1 100
Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan dokumen

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan ekonomi Kewenangan

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan ekonomi
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Realisasi %
Target Casil
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja — . Aol
) Tahunan | S4TWI | sdTWII [ sdTWIIl | sdTWI | sd TWII | s.d TW LII
Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/
' Kota
Rata-rata Capaian 100
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Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 11l berdasarkan table

di atas adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan yang baik, ketersediaan anggaran dan sarana
prasarana memadai, kualitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan serta
sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan schedule yang telah disusun sehingga

capaian Kinerja terpenuhi sesuai target.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Muda adalah sebesar 100 % dengan

kategori “sangat tinggi/sangat berhasil”

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Analis Kebijakan Muda Triwulan Ii1
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
Pelaksanaan yang tepat waktu sesuai perencanaan sehingga capaian kinerja
terkondisikan sesuai target.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui
KEPALA BIDANG PP. PHA DAN PPA ANALIS KEB]JJAKAN MUDA
¢
ENDAH WULANDARLI, S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19740529 200701 2 005
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Penata Mugla Tingkat |
NIP. 19960311 202012 2 026
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugs dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Penata Kelola
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak.
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka pengelolaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAS SUSUNAN DRGANISAS!
DINAS FEMBERDATAAN NASTARARAT, PEREMPUAR DAY

FERLIKDUSGAY ANAR
KEPALA DA
L SERRETARIAT
TTIT 11T 1 ’

. nausm.nss;mmv.! SUBBAGUAN UMUM DIN |
| KELCNPOUABATAN EVALUAS, DA KEURNGAN | TEPEGANAIY
Ho RGN — /
WS

i 1 r e — e —
| EDAYG (ELEMBAGAY : BDANG PENBERDATANY
| MASYARARAT DAN : PEEMAPLIAN, PEMENLHAN HAR
PENBERDAYAAY | | ANAK DAN PERLIDUNGAN
MASFURALAT . PERERAPUAY DAN ARAT
.'—l—‘

o] |
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025

No ! Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. | Terlayaninya Jumlah Anak yang Mendapatkan 300 orang |
| Peningkatan  Kualitas | Layanan Peningkatan Kualitas i
Hidup Anak | Hidup  Anak  Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2. | Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen
Hasil Penguatan | Penguatan  Jejaring  Antar |
Jejaring Antar Lembaga | Lembaga Penyedia Layanan
Penyedia Layanan | Peningkatan Kualitas Hidup
Peningkatan  Kualitas | Anak Kewenangan
Hidup Anak | Kabupaten/Kota

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penjelasan Tabel 2.1

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah Anak yang Mendapatkan
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target
kinerja 300 orang yang terdiri dari 200 anak peserta Festival Anak, 50 anak
peserta Advokasi Penguatan Kapasitas Forum Anak dan 50 anak penerima

manfaat Layanan PUSPAGA.
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2. Terkait Indikator Kinerja kedua Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota target kinerjanya berjumlah 2 dokumen yakni dokumen

kegiatan Pelatihan KHA dan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga.

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak I1I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realizasl  x 100%
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja = ;"—"‘"""2 x 100%

el sus

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:
Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Triwulan Il Tahun 2025

Target - Realisasi %

No Sasaran Sub Indikator Target Capaian

Kegiatan Kinerja Tahunan | TWI | TW | TW | TWI | TW | TW
11 11 I 11

1 | Terlayaninya Jumlah Anak | 3000rg | 13org | 49 226 13 | 49 | 226 100%
Peningkatan yang org | org | org |org | org
Kualitas Hidup | Mendapatkan
Anak Layanan
Kewenangan Peningkatan
Kabupaten/ Kualitas
Kota Hidup Anak

Kewenangan
Kabupaten/
Kota -

2 | Tersusunnya Jumlah 2 dok 1 dok 1 1 - 1 100%
Dokumen Hasil | Dokumen dok | dok dok
Penguatan Hasil
Jejaring Antar | Penguatan
Lembaga Jejaring Antar
Penyedia Lembaga
Layanan Penyedia
Peningkatan Layanan
Kualitas Hidup | Peningkatan
Anak Kualitas
Kewenangan Hidup Anak
Kabupaten/ Kewenangan
Kota Kabupaten/

Kota
Rata-rata Capaian 100%
Penjelasan Tabel 2.3.

1. Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota di TW Il berjumlah 226 orang yang terdiri dari

216 anak yang mengikuti Kegiatan Festival Anak dalam Rangka Hari Anak

Nasional, 10 anak yang mendapatkan pendampingan dispensasi kawin. Terdapat

perubahan target yang semula target berada di Triwulan Il dan IV, namun di TW
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I dan II sudah ada realisasi dikarenakan pendampingan PUSPAGA tidak dapat

diprediksi disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan 111 ini adalah sebagai

berikut :

1. Kegiatan di!aksanai{an sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan sesuai
dengan anggaran kas yang tersedia.

2. Penjadwalan Pendampingan PUSPAGA juga dibuat sesegera mungkin sehingga
Klien PUSPAGA tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menunggu jadwal

pendampingan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD seperti
Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Tim PUSPAGA.

2. Lebih mencermati Rencana Aksi dan Rencana Anggaran Kas tiap-tiap Triwulan

agar seluruh kinerja dapat tercapat sesuai dengan target kinerja.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penata Kelola Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan 111 Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu Kkegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada
indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

e

ENDAH WULANDARL S.Psi
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19960311 202012 2 026
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Triwulan Ill Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan
publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus
bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil
pada khususnya bahwa Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

a

Penata Muda
NIP. 19940923 202203 2 013
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DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 StruKtur Organisasi ... 1
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak  mempunyai uraian tugas jabatan adalah
melaksanakan kegiatan teknis operasional, penyiapan bahan serta pengelolaan data

dan informasi dalam bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN OROANSAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKRAT, PEREMPUAN DAN
FPERINDUNGAN ARRK

| NEPALADNAS

SERETARIAT
:]I| SUBBAGIAN PERENCARAAN, | SUBBAGIAN UMUM DAN |

& . | |
| VELOMPOCIABATAN - EVALUAY, DAN KELANGAN | KEPEGAWAN
Mo ORMSOW '
e ~H
|
e |
BOANG KELENBAGAAN | : BOANG PEMBERDATANY
MASVARACAT DN | ' PEREMPLAN, PEMENUHAN HAK
PEMBEIDATAAN | j ANAT DAN PERLINOUNGAN
MASIARMKAT | f PEREMPUAN DN ANAK
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BAB 11

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

porgram/Kkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.1

Pelaksanaan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Teradvokasinya dan jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 2 lernbag_a"
terdampinginya Lembaga Penyedia | Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota  yang  Mendapat
Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten/Kota
2 Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 5
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan | dokumen

Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten /Kota

B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja =

Realizasi 1004
Targst

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja =

Jarzet  y 100%

Raalizas

DPMPPA Kota Pekalongan, 2025
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri
No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala

ordinal yaitu:
Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15d.90 ° Tinggi / Berhasil
65.1s5d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 i Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Triwulan I1l Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

3 Laporan Kinerja Triwulan 1l Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Triwulan Il Tahun 2025

Target Realisasi
No Sasaran Sub Keglatan Indikator Kinerja o AR IR B A B e A Cap?jian
11 1l v I I 1 v

1 | Teradvokasinya dan terdampinginya | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 2 lembaga
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota yang - | 2 - - -
Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Advokasi dan I

Pendampingan |

2 | Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 5 dokumen '
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1 1 2 1 3 1 100 %
Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten/Kota

Rata-rata Capaian 100%

-Lapﬂran Kinerja Triwulan I1l Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPMPPA Kota Pekalongan, 2025




1. Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan
berjumlah 2 (satu) Lembaga yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota
Pekalongan dan Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) Kota Pekalongan. Adapun
aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Kegiatan DWP Kota Pekalongan pada Triwulan Il yang telah dilaksanakan yaitu
meliputi :
1) Kegiatan Bulan Muharrom pada tanggal 15 Juli 2025
2) Rapat Kerja dan kegiatan senam, pembuatan kerajinan serta pemeriksaan

Kesehatan gratis pada tanggal 29 Agustus 2025

2. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima)
dokumen meliputi dokumen :

a. Sosialisasi Internet Aman untuk Anak

b. Koordinasi Kota Layak Anak (KLA)

c. Advokasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) tingkat
Kecamatan

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

e. Sosialisasi Pengembangan Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Capaian pada Triwulan Il berjumlah 1 (satu) dokumen yang terdiri dari :

1) Advokasi KRPPA dengan tema “Peningkatan Peran Keluarga terhadap
Pendidikan dan Pengasuhan Anak” yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 18
September 2025 di 4 (empat) kecamatan se - Kota Pekalongan serta

sosialisasi program kecamatan berdaya pada 23 September 2025.
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BAB 111
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi
capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah sangat berhasil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

Kepala Bidang PP,PHA dan PPA Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

SP |

—

ENDAH WULANDARI, S.Psi Dyah Nastiti, S.Sos.
NIP. 19800512 200512 2 020 NIP. 19940923 202203 2 013
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Illl TAHUN 2025

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan I
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance),mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi
pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Penelaa nis Kebijakan

Desi Lestari. S.E
Pangkat/Gol. lli/b
NIP. 19891212 202012 2013
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BABI
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Penelaah Teknis
Kebijakan mempunyai uraian tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan

dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat. -

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN QRGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAXAT, PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
| KEPALADINAS
SR S SN ESTET .
SECRETARAT
e | :
H o | SUBBAGIAN PERENCANARN, | SUBBAGIAN UNUM DAN
[ KELOMPOKABATAN | | EVALUASL DAN KEUANGAN | KEPEGAWAIAN
-t FUNGSIONAL { .
L1 i
| BIDANG KELEMBAGAAY | BIDANG PEMBERDAYAAN
‘ MASYARAKAT DAN | PEREMPUAN, PEMENUHAN HAX
} PEMBERDAYAAN | ANAK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD
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BABII
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 [Tercapainya Pemberdayaan Persentase lembaga
Lembaga Kemasyarakatan yang kemasyarakatan yang

Bergerak di Bidang terfasilitasi dalam
Pemberdayaan Desa dan peningkatan kapasitas dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah |diberdayakan
Kabupaten/Kota serta 100 %
Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen

Penataan, Pemberdayaan dan |Penataan, Pemberdayaan
Pendayagunaan Kelembagaan |dan Pendayagunaan
Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, [Kemasyarakatan
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Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat

Desa/Kelurahan (RT, RW,
PKK, Posyandu, LPM, dan
Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan

Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna

Masyarakat Hukum Adat
2 [Tertingkatnya kapasitas Jumlah Lembaga 2 lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, |Desa/Kelurahan (RT, RW,
Posyandu, LPM, dan Karang PKK, Posyandu, LPM, dan
Taruna), Lembaga Adat Karang Taruna), Lembaga
Desa/Kelurahan dan Masyarakat /Adat Desa/Kelurahan dan
Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
3 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil 1 laporan
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= eeiisast v 1000,
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= 28 x100%
Realisas:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

ala nal Predikat/Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sanlgat Berhasil
75.1s.d.90 in erhasil
65.15.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan Il Tahun 2025

Realisasi
_ Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja | 1ahunan | TW | TW [ TW | TW Capaian
I | I || I AV

Tercapainya Persentase lembaga

Pemberdayaan kemasyarakatan yang

Lembaga terfasilitasi dalam
1 [Kemasyarakatan peningkatan 100 % 0 100/ O - 100

yang Bergerak di  kapasitas dan 1

Bidang diberdayakan

Pemberdayaan Desa

!
Laporan Kinerja Triwulan I“Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan”|
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak”, 2024



Realisasi
Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan Tl\lN TI\IIIV T|\V/V Capaian
dan Lembaga Adat ]
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Jumlah Dokumen
Dokumen Hasil Hasil Penataan,
Penataan, Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan |Pendayagunaan
Pendayagunaan  |Kelembagaan
Kelembagaan Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan 1
2 |Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, iskian 010] - 0
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang
LPM, dan Karang  [Taruna), Lembaga
Taruna), Lembaga |Adat Desa/Kelurahan
Adat Desa/Kelurahan/dan Masyarakat
dan Masyarakat Hukum Adat
Hukum Adat
Tertingkatnya Jumlah Lembaga
kapasitas Lembaga [Kemasyarakatan
3 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, 2 lembaga 0 1 _ 50
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang
}LPM, dan Karang  [Taruna), Lembaga
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Realisasi

Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerjia | Tahunan T}N T|\|N 'l;\lllv 'II':I/V Capaian
Taruna), Lembaga |Adat Desa/Kelurahan
Adat Desa/KeIurahaanan Masyarakat
dan Masyarakat Hukum Adat yang
Hukum Adat Ditingkatkan
Kapasitasnya
Tersusunnya Jumlah Laporan Hasil
Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
4 |Desa dalam Pemanfaatan tlaporan| 0 | 1 | 0 | - 100
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Teknologi Tepat Guna
Guna
Rata-rata Capaian 62.5
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BABIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan Ill adalah
sebesar 62.5% dengan kategori “Rendah”. Dikarenakan target kinerja yang lainnya
berada di Triwulan IV.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan,01 Oktober 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan,

dan Pemberdayaan Masyarakat,

Eni Purwanti, S.STP i Lestari,.SE
NIP.19860804 200412 2 002 NIP. 19891212 202012 201
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN IIl TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025


https://v3.camscanner.com/user/download

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis
Kebijakan Triwulan Ill Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa
output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi
kinerja Penelaah Teknis Kebijakan melalui pelaksanaan tugas dengan
mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

(e

Avriefa Risydiana Maulida, S.IP
Penata Muda Tingkat I/ llib

NIP. 19891116 202012 2 012
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Analis Jabatan dan Analis Beban Kernja Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekalongan, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai uraian ltugas
jabatan melakukan kegiatan penelaahan kebijakan dalam rangka penyusunan
rekomendasi kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Penelaah Teknis Kebijakan
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Tahun 2025

No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target

Tersusunya bahan-bahan kerja
yang berkaitan dengan bidang
kepegawaian sesuai dengan
prosedur yang berlaku untuk
keperiuan penyelesaian
pekerjaan

Jumlah laporan kepegawaian
yang tercipta

1 Laporan

Terlaksananya administrasi
kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan penghargaan
secara cepat dan tepat.

Jumlah laporan administrasi
yang tersusun

1 Laporan

Terlaksananya koordinasi
dengan unit kerja instansi
sesuai dengan prosedur yang
berdaku untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas

Jumlah koordinasi yang
terlaksana

12 Kali

Tersusunnya laporan  hasil
pelaksanaan tugas  sesuai
dengan prosedur yang beraku
sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban

Jumlah laporan pelaksanaan
tugas yang tersusun

1 Laporan
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan lIl Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil
65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0sd. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil
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Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan 1Il Tahun 2025 sebagaimana tabel
2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun 2025

S

—Tll’ﬂﬂ

Realisasi

Indikator Target %
No Uralan Tugas Kinerj Tat Triveulan Wl Tm::lan Capaian
Tersusunya bahan- | Jumlah 1 Laporan | 1 Laporan 1 100%
bahan kerja yang laporan Laporan
berkaitan dengan kepegawaian
bidang kepegawaian | yang tercipta
1 sesuai dengan
prosedur yang
berlaku untuk
keperuan
penyelesaian
pekerjaan
Terlaksananya Jumlah 1 1 Laporan 1 100%
administrasi laporan Laporan Laporan
kepegawaian yang | administrasi
5 meliputi kenaikan yang tersusun
pangkat, pensiun,
presensi, cuti, dan
penghargaan secara
cepat dan tepat.
Terlaksananya Jumiah 12 Kali | 6 Kali 6Kali |100%
koordinasi dengan koordinasi
unit kerja instansi yang
3 sesuai dengan terlaksana
prosedur yang
berlaku untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas
Tersusunnya Jumiah 1 1 Laporan 1 100%
laporan hasil laporan Laporan Laporan
pelaksanaan tugas | pelaksanaan
4 sesuai dengan fugas yang
prosedur yang tersusun
berlaku sebagai
bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban
Rata-rata Capaian 100%
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BAB Ill PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan Il Penelaah Teknis Kebijakan adalah sebesar
100% dengan kategori Sangat Tinggi/ Sangat berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan lll Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah
ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui
Kepala i egawaian Penelaah Teknis Kebijakan

&

Ariefa Risydiana Maulida, S.IP
-~ 19750620 199603 2 002 NIP. 19891116 202012 2 012
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Ill TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Arsiparis Terampil
TRIWULAN IIl Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK])
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Analis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas
kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Arsiparis Terampil melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan,
Arsiparis Terampill

DYA AYU PRAMITHA, A.Md
Pengatur Tk. |
NIP. 19970131 201903 2 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas

Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan , Arsiparis Terampil Triwulan Ill Tahun 2025 mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Membuat dan Menerima Arsip Naskah Dinas/Surat Dalam Rangka Penciptaan
Arsip
Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif
Melakukan Preservasi Arsip

Mengemas Bahan Pameran Arsip Tekstual dan Virtual

B. Struktur Jabatan
Struktur  organisasi jabatan Arsiparis Terampil sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

KEPALA DPMPPA

SEKRETARIS DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG RENVAL KASUBAG UMPEG
ARSIPARIS
TERAMPIL
/PELAKSANA
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BAB

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Arsiparis Terampil Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Arsiparis Terampil
Tahun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 | Membuat dan Menerima | Jumlah Arsip/Naskah Dinas 600
Arsip/Naskah  Dinas  dalam | yang tercipta Surat/Dokumen
Rangka Penciptaan Arsip
2 | Melakukan Pemberkasan Arsip | Jumlah Arsip Aktif yang 600
Aktif diberkaskan Surat/Dokumen
3 | Melakukan  Perawatan dan | Jumlah Arsip yang 300
Pemeliharaan Arsip dipreservasi Surat/Dokumen
4 | Melaksanakan tugas-tugas lain | Jumlah tugas-tugas lain yang 24 kali

yang diberikan atasan

diberikan atasan yang
dilaksanakan
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan 1l Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = 222lis22 - ¢ 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus

Capaian Indikator Kinerja = 2225 x 100%
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak
Berhasil

Adapun capaian kinerja Arsiparis Terampil Triwulan Il Tahun 2025
sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Arsiparis Terampil Triwulan Ill Tahun 2025

No Uraian Tuaas Indikator Target Tmﬂ;tn Realisasi %
9 Kinerja Tahunan i Triwulan lll | Capaian
Membuat dan
Menerima Jumlah
Arsip/Naskah : 600 Surat/ | 150 Surat/ | 150 Surat/ o
1 ; arsip/naskah 100%
Dinas dalam : Dokumen Dokumen Dokumen
R yang tercipta
angka
Penciptaan Arsip
Melakukan Jumlah arsip
2 | Pembataman g | 08wl | Sosuwaty| oSl | o
Arsip Aktif diberkaskan
Melakukan .
3 Perawatan dan J:nmlah arsip 300 Surat/ | 75Surat/ | 75 Surat/ 100%
Pemeliharaan yang Dokumen Dokumen Dokumen °
. dipelihara
Arsip
Melaksanakan Jumlah tugas-
tugas-tugas lain tugas lain
4 LI yang diberikan 24 kali 6 Kali 6 Kali 100%
yang diberikan t
atasan atasan yang
dilaksanakan
Rata-rata Capaian 100%
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Triwulan Il Arsiparis Terampil adalah sebesar 100%
dengan kategori Tinggi/ berhasil .

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Arsiparis Terampil Masyarakat
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan analisis agar tercapai kinerja yang sudah

ditetapkan
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada indikator kinerja
organisasi.
Pekalongan, 1 Oktober 2025
Mengetahui
Kepala Sub Bagian m dan Kepegawaian Arsiparis Terampil
Andi Haryanto, SE Dya Ayu Pramitha, A.Md
NIP. 19750620 199603 2 002 NIP. 19970131 201903 2 002
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan
IIl Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penggerak Swadaya Masyarakat
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Winda Riza Pratiwi,SE
Pangkat/Gol. IX )
NIPPK. 19910102 202421 2 008
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BAB |
PENDAHULUAN

A.

Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama mempunyai uraian

tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan ldentifikasi;
2. Pengumpulan data dan informasi pemberdayaan masyarakat;

3. Melaksanakan kegiatan operasional dan pengembangan komitmen perubahan

masyarakat.

Struktur Jabatan
Struktur  organisasi jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat
sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS!

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

l

[TI11] SUBBGANPERENCANAAY, | | SUBBAGANUMUM DA
- KELOMPOK JABATAN | EVALUASI, DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
M FUNGSIONAL [
[TITT]]
BIDANG KELEMBAGAAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAX
PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERUINDUNGAN
MASYARAKAT PEREMPUAN DAN ANAK

UPTD
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Adapun perjanjian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Tahun 2025
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 [Tersusunnya Dokumen Kerja ~ Jumlah Dokumen Kerja

Sama Antar Desa dengan Pihak [Sama Antar Desa dengan

Ketiga dalam Kabupaten/Kota |Pihak Ketiga dalam 3 Dokumen
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong  |Fasilitasi Bulan Bhakti 1 Laporan
Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan llI

Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja=

Realizasi x100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja=

_Target  ¢100%

Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90 Tinggi/Berhasil
65.1 s.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah/ Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat Triwulan Il

Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat
Triwulan Il Tahun 2025

Realisasi
. . . Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | w1 |Twitl Twm | Tw v | Capaian
1 [Tersusunnya Jumlah Dokumen
Dokumen Kerja Kerja Sama Antar
. 3laporan| 1 1 1 - 100
Sama Antar Desa | Desa dengan Pihak
dengan Pihak Ketiga [Ketiga dalam
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Realisasi

) ) o Target %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan | 7w |Twil Twm | Twiv | Capaian
dalam Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 [Tersusunnya Jumlah Laporan Hasil
Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti
Fasilitasi Bulan Gotong Royong 1 laporan - - 1 - 100
Bhakti Gotong Masyarakat
Royong Masyarakat
Rata-rata Capaian 100
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Triwulan Illl adalah
sebesar 100 % dengan kategori “Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil". Artinya capaian
kinerja mencapai target yang telah ditetapkan

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penggerak Swadaya
Masyarakat Triwulan [l Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 01 Oktober 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama

Eni Purwgnti, S.STP Winda Riza Pratiwi,SE
NIP.19860804\200412 2 002 NIPPK. 19910102 202421 2 008
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia NYA maka Laporan Kinerja (LKj) Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan
11l Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu, Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Analis Kebijakan Ahli Pertama mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
Analis Kebijakan Ahli Pertama

NIP.19851012 202521 2 028
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi....uweis e 1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugs dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Analis Kebijakan
Ahli Pertama dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan
Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak. Mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis dalam rangka pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
serta pelaporan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak.

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi Analis Kebijakan Ahli Pertama, sebagaimana gambar
1.1 dibawah ini:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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PVELEOATAAN NUTDNFELNEAG
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[w ]
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Tahun 2025
adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Analis Kebijakan Ahli Pertama
Tahun 2025

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. | Terkelolanya Data Pilah | Jumlah dokumen Data Pilah | 1 Dokumen
Gender dan Anak Gender dan Anak yang dikelola
2. | Tersusunnya  dokumen | Jumlah dokumen layanan | 1 dokumen
layanan operasional Pusat | operasional Pusat Pembelajaran
Pembelajaran  Keluarga | Keluarga yang di susun.

(PUSPAGA)

Penjelasan Tabel 2.1

1. Terkait Indikator Kinerja pertama yakni Jumlah dokumen Data Pilah Gender dan
Anak yang dikelola yang terdiri dari bidang data Statistik umum, politik dan
hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, Perlindungan Perempuan dan
Anak, Keluarga Berencana, Permades, Kelautan dan Kelembagaan yakni target
kinerjanya berjumlah 1 dokumen.

2. Terkait Indikator Kinerja kedua Jumlah Dokumen layanan operasional Pusat
Pembelajaran Keluarga target kinerjanya berjumlah 1 dokumen yakni 1
dokumen.
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan Il Tahun
2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Bealisast v 1000
Targat

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T—:-Ei x 100%
R L.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 + Tinggi / Berhasil

65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil

0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan [l Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama

Triwulan Il Tahun 2025

Sasaran Sub ; T Target Target Realisasi g
K2 Kegiatan Indikator Kinerja | . p B0 Wil TWIII Capfian
1 | Terkelolanya Data | Jumlah dokumen
Pilah Gender dan | Data Pilah Gender | 1 Dokumen - 100%
Anak dan Anak yang
dikelola
2 | Tersusunnya Jumlah dokumen
dokumen layanan | layanan
operasional Pusat | operasional Pusat| 1Dokumen 1009%
Pembelajaran Pembelajaran
Keluarga Keluarga yang di
(PUSPAGA) susun.
Rata-rata Capaian 100%

Penjelasan Tabel 2.3.

1. Pembuatan Profil Data Pilah Gender dan Anak dengan data yang bersumber dari
Data Anak Tidak Sekolah (ATS), Data Pusat Terpadu Kota Pekalongan (PUSAKA),
Data Kekerasan berbasis Gender dan Anak, Data PUSPAGA Kota Pekalongan dan

Data Pekalongan dalam angka.

2. Catatan : masih menjadi kasir dan mengerjakan kegiatan kasir pada sub kegiatan

koordinasi pelaksanaan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

(AMPK)

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan Il ini adalah sebagai

berikut :

1. Data Pilah Gender dan Anak Kota Pekalongan beririsan dengan Data yang ada di

Kota Pekalongan yaitu seperti yang terdapat dalam Psat Data Terpadu Kota
Pekalongan (PUSAKA).

2. Dokumen Layanan Operasioanl Pusat Pembelajaran Keluarga dapat segera

didokumentasikan setelah pemberian layanan pendampingan PUSPAGA.
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Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya
adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik dengan pihak-pihak internal OPD seperti

Kepala Bidang dan pihak eksternal OPD seperti Dinas / Instansi Penyedia Data
Pilah Gender dan Anak.

Lebih mencermati terkait dengan pendokumentasian Data PUSPAGA.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa

realisasi capaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah sebesar 100%

dengan kategori Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan

untuk perbaikan perencanaan kinerja Analis Kebijakan Ahli Pertama Triwulan III

Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan
perempuan dan anak

2. Perlu dilakukan persiapan kegiatan yang selaras dan relevan dengan program
kegiatan, selain itu kegiatan diharapkan tepat sasaran serta mengacu pada

indikator kinerja organisasi.
Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA Analis Kebijakan Ahli Pertama
N Rl S.Psi 1 T ILSE
NIP. 19800512 200501 2 020 NIP. 19851012 202521 2 028
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat
dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran Triwulan 111
Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja {LKj) sebagai bagian dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara
untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong
peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan
Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang
berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas Kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Pengadministrasi Perkantoran
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Pengatur Tk.1
NIP. 19830529 200901 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2022 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Pengadministrasi Perkantoran mempunyai
uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen /berkas keuangan, sesuaij
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

2. Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen /berkas keuangan, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian.

3. Mengelompokkan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan
pendistribusian.

4. Mengadministrasikan  urusan bidang  pengamidministrasi umum  dan
mendokumentasikan surat/dokumen /berkas keuangan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai
bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Laporan Kinerja Triwulan Il Pengadministrasi Kepegawaian | Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025



B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebagaimana
gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB 11
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran
Tahun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 | Tersedianya Jasa Surat Jumlah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Menyurat bidang pengadministrasian umum
yang di kelola
2 | Tersedianya Peralatan dan | Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Terlengkapan Kator yang di kelompokkan bidang
| pengadministrasi umum menurut
jenis dan sifatnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang
berlaku |
3 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Pelayanan Umum Kantor bidang pengadministrasian umum
yang di kelola
4 | Tersedianya Jasa Jumiah surat/dokumen/berkas 16 Dokumen
Pemeliharaan, Biaya yang di kelompokkan bidang |
Pemeliharaan dan Pajak pengadministrasi umum menurut
Kendaraan Perorangan jenis dan sifatnya sesuai dengan
Dinas atau Kendaraan prosedur dan ketentuan yang
| Dinas Jabatan_ | berlaku _ o R
5 Terpeliharanya Jumiah surat/dokumen/berkas 12 Bulan
Pemeliharaan/Rehabilitasi | bidang pengadministrasian umum
Sarana daPrasarana yang di kelola
Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainnya
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [iI
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Bsalisast 4 10004
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja= 128 x 100%

Realizagi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 sd. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil

75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil

65.1sd. 75 Sedang / Cukup Berhasil

50.1sd. 65 _ Rendah / Tidak Berhasil L]

0sd 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil
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Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan [l Tahun

2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawabh ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan 111 Tahun 2025
Target Target Realisasi %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahuna | Triwulan Triwulan | Capaia
n i1 Il n
1 | Tersedianya Jasa Surat | Jumiah 12 8Bulan | 8 Bulan | 100%
Menyurat surat/dokumen/berkas Bulan
bidang pengadministrasian _
umum yang di kelola :
2 | Tersedianya Peralatan | Jumiah 12 8Bulan |8Bulan | 100%
dan Terlengkapan surat/dokumen/berkas yang Bisian |
Kator di kelompokkan bidang
pengadministrasi umum g
menurut jenis dan sifatnya !
sesuai dengan prosedur dan '
ketentuan yang berlaku |
3 | Tersedianya Jasa Jumiah 12 8 Bulan 8 Bulan 100%
Pelayanan Umum surat/dokumen/berkas Bulan
Kantor bidang pengadministrasian
umum yang di kelola |
4 | Tersedianya Jasa Jumlah 16 12 12 | 100%
Pemeliharaan, Biaya | surat/dokumen/berkas yang Doku Dokumen Dokumen
Pemeliharaan dan di kelompokkan bidang Ll
Pajak Kendaraan pengadministrasi umum en
Perorangan Dinas atau | menurut jenis dan sifatnya
Kendaraan Dinas sesuai dengan prosedur dan |
Jabatan ketentuan yang beriaku | ;
5 | Terpeliharanya Jumiah [ 12 8 Bulan 8Bulan | 100%
Pemeliharaan/Rehabilit | surat/dokumen/berkas Bul |
asi Sarana dan bidang pengadministrasian l el =
Prasarana Gedung umum yang di kelola .l |
Kantor atau Bangunan ‘ |
Lainnya ‘ 1
Rata-rata Capaian | 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan il ini adalah sebagai

berikut

~ Selaras dan koordinasi yang baik antara atasan langsung dan pelaksana;
» Tercukupinya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas.
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BAB Il1
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100% dengan

kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran Triwulan III
Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

KEPALA S - : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

506 031003 NIP. 19830529 200901 1 009
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LAPORANKINERJA TRIWULAN Ill TAHUN 2025

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERILINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi
Perkantoran Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik {goodgovernance),mendorong peningkatan pelayanan pubiik dan mencegan
praktek Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pengadministrasi Perkantoran mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasiian capaian kinerja secara berkaia dalam peiaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen Kkinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahu itingkat efektlitas dan efesiensi kinerja
Pengadministrasi Perkantoran melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan,1 Oktober 2025
Pengadministrasi Pgrkantoran

Pengatur Tk. 1
NiP.197601112012121001
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan , Pengadministrasi Perkantoran
mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumentasisurat / dokumen / berkas keuangan .
2. Tersedianya penerimaan, pencatatan dan
penyortiransurat/dokumen/berkas keuangan.
3. Tersedianya administrasi urusan bidang keuangan, dan
mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan .
4. Tersedianya pengelompokan surat/dokumen/berkas keuangan menurut
jenis dan sifatnya.

5. Tersedianya berkas Penatausahaan keuangan
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pengadministrasi Perkantoran,sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJAJABATAN

A. PerjanjianKinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan porgram/ kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang sertasum berdayayang

tersedia.

Adapun perjanjian

2025 adalah sebagai berikut:

kinerja Pengadministrasi

Perkantoran Tahun

Tabel2.1
Perjanjian Kinerja
Tahun2025

No UraianTugas | IndikatorKinerja Target

1 Tersedianya dokumentasi surat / | Jumlah berkas transakst 14 berkas
dokumen / berkas keuangan . gaji dan tunjangan

2 Tersedianya penerimaan, Jumlah Perekaman berkas 1000
pencatatan dan penyortiran transaksi Kcuangan berkas |
surat/dokumen/berkas keuangan.

3 Tersedianya administrasi urusan Jumlah berkas 12 berkas
bidang keuangan, dan pertanggungjawaban

' | mendokumentasikan surat / | Keuangan

dokumen / berkas keuangan .

4 Tersedianya pengelompokan Jumlah berkas Rekonsiliasi | 4 berkas
surat/dokumen/berkas keuangan | Keuangan
menurut jenis dan sifatnya.

5 Tersedianya berkas Jumlah berkas 12 berkas
Penatausahaan keuangan Penatausahaan Keuangan
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B. CapaianKinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan III
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja=  Bfslisast 1909
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= —T25Et x100%

Realisasi

CAPAIANINDIKATORKINER]JA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator Kinerja sasaran
sesuai Permendagri No.54 TahunZ010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel2.2

Pengukuran dengan Skala Ordinal

SkalaOrdinal Predikat/Kategori
90.1s.d.lebih SangatTinggi/SangatBerhasil
75.15.d.90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedang/CukupBerhasil
50.1s.d. 65 Rendah/TidakBerhasil
0s.d. 50 SangatRendah/ SangatTidakBerhasil

Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan
III Tahun2025 sebagaimana table 2.3 di bawah ini :
Tabel2.3
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Pengukuran Kinerja Pengadministrasi Perkantoran Triwulan III Tahun 2025

No| rantugs | mdiator | rin]  Com | st | coptan
Kinerja dengan dengan |
Triwulan Il | Triwulan III|
| 1 {Tersedianya jumlah berkas | 14 berkas | 12 berkas 12 berkas 1100 %
4' dokumentasi surat / transaksi gaji F
dokumen / berkas dan tunjangan
keuangan .
2 [Tersedianya Jumlah 1000 |750berkas |750berkas [100%
penerimaan, pencatatan |Perekaman berkas
dan penyortiran berkas
surat/dokumen/berkas transaksi |
keuangan. Keuangan |
3 [Tersedianya Jumlah berkas |12 berkas| 9 berkas 9 berkas 100 %
administrasi urusan pertanggungja
bidang keuangan, dan |waban
mendokumentasikan  [Keuangan
surat / dokumen /
berkas keuangan .
4 [Tersedianya Jumlah berkas | 4 berkas |3 berkas 3 berkas 100 %
pengelompokan Rekonsiliasi
| surat/dokumen/berkas Keuangan
i keuangan menurut jenis
|' dan sifatnya.
5 [Tersedianya berkas Jumlah berkas |12 berkas|9 berkas 9 berkas 100 %
Penatausahaan Penatausahaan
keuangan Keuangan
] Rata-rataCapaian | 100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai

berikut :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan di OPD

2. Ketepatan pembuatan Laporan Keuangan dan kegiatan tepat waktu

=
¥
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Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi seringnya gangguan dan error pada aplikasi Keuangan

2. Kurangnya pengetahuan tentang aplikasi keuangan karena kurangnya
pelaksanakan pelatihan tentang aplikasi keuangan

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan selanjutnya

adalah sebagai:

1. Perbaikan Jaringan Internet pada OPD

2. Pelatihan tentang aplikasi keuangan dilaksanakan oleh OPD Teknis .
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran adalah sebesar 100 %

dengan kategori Sangat Tinggi / Sangat berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Pengadministrasi Perkantoran
Triwulan Il Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Perbaikan pada Aplikasi Keuangan dan akses jaringan ‘internetyang lebih
cepat untuk mendukung kelancaran keuangan.
2. Pembuatan SP] Keuangan agar lebih cepat dalam pembuatan .

3. Pertanggungjawaban keuangan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan
Pekalongan, 1 Oktober 2025
Mengetahui Pengadministrasi Perkantoran,
Kepala Sub Bagian .

Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

>
FASEHAH.SH HADY SASMITO
NIP. 197702681996032002 NIP. 197601112012121001
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2025

Operator Layanan Operasional

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Operator Layanan
Operasional Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah
praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan
akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Operator Layanan Operasional mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil
yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan
tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen Kkinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja,
melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Operator Layanan Operasional melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025
Operator Layanan Operasional

ROMADHON

Pengatur
NIP. 19750514 200701 1 009
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang

Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, Operator Layanan

Operasional Triwulan Il Tahun 2025 mempunyai uraian tugas jabatan adalah

sebagai berikut:

1.

Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, aki, lampu,
mesin radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat
dikendarai dengan baik .

Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin.

Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan
luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.

Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang
berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.

Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasional secara
layak.

Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu.
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B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Operator Layanan Operasional, sebagaimana gambar 1.1

dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Operator Layanan Operasional Tahun 2025

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja

Tahun 2025

No

Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Target

Terlaksananya pemelihara

kendaraan dinas

Jumlah hari pemeliharaan

kendaraan dinas

240 Hari Kegiatan

Terlaksananya kegiatan
mengemudi kendaraan

dinas

Jumlah kegiatan
mengemudi kendaraan

| dinas
|

240 Hari Kegiatanm

Melaksanakan tugas caraka

secara tepat waktu

Jumlah melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan

pertanggungjawaban

12 Bulan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025
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B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan II
Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realimsl  100%
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, rumus :

Capaian Indikator Kinerja = -I2:8T_ x 100%

Realimssi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian

dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90,1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.15.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1s.d.65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan

11T Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Operator Layanan Operasional Triwulan Il Tahun 2025

; ; S Target | Target Realisasi| %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Tahunan| Sampai Sampai | Capaian
Dengan Dengan
Triwulan | Triwulan
1l Il
1 [Terlaksananya Jumlah hari pemeliharaan| 120 Hari| 30 Hari 25 Hari 100 %
pemelihara kendaraan kendaraan dinas Kegiatan
dinas
2 [Terlaksananya Jumlah kegiatan 120 Hari | 30 Hari 30 Hari 100 %
kegiatan mengemudi mengemudi kendaraan | Kegiatan
kendaraan dinas dinas
3 Melaksanakan tugas [Jumlah melaporkan hasil |12 Bulan| 3 Bulan 3 Bulan 100 %

caraka secara tepat
waktu

pelaksanaan tugas sesuai
dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan
evaluasi dan

pertanggungjawaban

Rata-rata Capaian

100%

Faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III ini adalah sebagai
berikut:

1. Ketepatan waktu melaksanakan perintah di OPD

2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Faktor Penghambat capaian kinerja pada Triwulan IlI ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya gangguan pada Mesin Kendaraan Dinas

2. Macet dijalan menyebabkan penghambat pelaksanaan kegiatan yang sedang

dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan guna mendukung capaian kinerja pada Triwulan IiI

selanjutnya adalah sebagai:

1. Di perlukan Perbaikan pada mesin kendaraan dinas setiap bulan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Operator Layanan Operasional adalah sebesar 100 %

dengan kategori Tinggi/ berhasil.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan
untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam Operator Layanan Operasional

Triwulan [l Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pada Mesin Kendaraan Dinas dilakukan secara rutin agar

pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendali.

2. Pertanggungjawaban kegiatan agar sesuai dengan target yang telah di

rencanakan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

Operator Layanan Operasional

(3R

ROMADHON
IP. 19750620 199603 1 003 NIP. 19750514 200701 1 009
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LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan
Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
(good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas
kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penata
Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai komitmen dan
tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian Kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penata Kelola Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 1 Oktober 2025

PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DPMPPA KOTA\PEKALONGAN,

UR TIFAH, S.H,
Penata Muda

NIP. 19990811 202504 2 003

Laporan Kinerja Triwulan Il Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan
dan Anak, 2025

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang P3HAPPA,
mempunyai tugas melakukan analisis dan telaah kebijakan yang berkaitan dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menyusun rekomendasi

kebijakan.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Penata Kelola

Anak, dalam melaksanakan tugasnya

Perlindungan Anak, sebagaimana gambar 1.1 dibawabh ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

[TTTT1]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I
I

T
I

SUBBAGIAN PERENCANAAN, SUBBAGIAN UMUM DAN
EVALUASI, DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN

[[TT]]

BIDANG KELEMBAGAAN
MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

UPTD

BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian Kkinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 | Tercapainya penyelenggaraan layanan | Jumlah dokumen penyelenggaraan 8 dokumen
penerimaan kasus, penyajian data, layanan
dan case conferences

2 | Tercapainya penyelenggaraan layanan | Jumlah dokumen penyelenggaraan 8 dokumen
pendampingan hukum layanan

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = m x100%
arget

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
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rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T2t x 100%

Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai

Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
s.d. Triwulan III Tahun 2025

No Target Realisasi %
Capai
. Indikator Target aIIJI
Sasaran sub Kegiatan Kinerja tahuna wlmw!ltw ! t™w | ™w | T™W | TW | TW
n I n | u | 1|1 m | w
1 Tercapainya Jumlah 8
penyelenggaraan dokumen dokume - - 8 - | 100%
layanan penerimaan | penyelengg n
kasus, penyajian data, | araan
dan case conferences layanan
2 Tercapainya Jumlah 8 - - 8 - - 100%
penyelenggaraan dokumen dokume
layanan pendampingan | penyelengg n
hukum araan
layanan
Rata-rata Capaian 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja Penata Kelola

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kategori "Berhasil”.
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Catatan:

Kegiatan yang dilakukan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak
dalam Triwulan [III adalah: Pelayanan penerimaan pengaduan/laporan,
penjangkauan korban, pemberian informasi tentang hak korban, fasilitasi layanan
Kesehatan, psikologi, hukum, penampungan sementara, menginput data kekerasan

UPTD PPA, dan SIMFONI Kemen PPA.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Penata Kelola

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan Il Tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah
ditetapkan;

2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
yang akan dicapai;

Pekalongan, 1 Oktober 2025

Mengetahui

///'_ Ja-Bidang P3HAP2A Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan
AP .
. dan Perlindungan Anak

% _END L S.Psi. NURUL LATIFAH, S.
NIP. 19800512 200512 2 020 NIP. 19990811 202504 2 003
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Pekerja Sosial Triwulan 111 Tahun 2025 dapat
diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik
dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk
laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada
khususnya bahwa Pekerja Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output
maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Pekerja Sosial melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang
telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025

PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA
DPMPPA PEKALONGAN,

-
v

GHEMA RHEFORMASIA PERTIWL S.Tr.Sos
Penata Muda

NIP. 19980706 202504 2 004

Laporan Kinerja Triwulan 111 Pekerja Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pekerja Sosial,
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan
Anak (P3HAP2A), mempunyai tugas melakukan kegiatan home visit dan asesmen,
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pelayanan Anak
Memerlukan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan.
B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Pekerja Sosial, sebagaimana gambar 1.1
dibawabh ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN AXAK

HEPALA DINAS

SEXRETARIAT

] L1} SUBBAGIAN PERENCANARY, SUBBAGIAN UMUM DA |
- FELOMPOK JABATAN | EVALUASI, DAX KEUANGAN KEPEGAWAIAN
M FUNGIONAL
HEEREN
BIDANG KELEMBAGRAN BIDANG PEMBERDRYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK
PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PERENSUAN DAN ANAK
S — |
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BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan porgram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Pekerja Sosial pada Tahun 2025 adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pekerja Sosial
Tahun 2025
No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi Anak asesmen kebutuhan pada
Memerlukan Perlindungan layanan Anak Memerlukan
Khusus pada layanan UPTD PPA | Perlindungan Khusus
sesuai dengan ketentuan Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada
layanan Anak Memerlukan
Perlindungan Khusus
2 | Terlaksananya kegiatan home Jumlah kegiatan home visit dan 1 Kegiatan
visit dan asesmen bagi asesmen kebutuhan pada
Perempuan Korban Kekerasan | layanan Perempuan Korban
pada layanan UPTD PPA sesuai | Kekerasan
dengan ketentuan Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
hasil asesmen kebutuhan pada
layanan Perempuan Korban
Kekerasan
3 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoring dan | 1 Kegiatan
evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Perempuan
pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Laporan Kinerja Triwulan Il Pekerja Sosial | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
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No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

Korban Kekerasan di UPTD PPA | Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
sesuai dengan kebutuhan kegiatan monitoring dan
evaluasi layanan Perempuan
Korban Kekerasan

4 | Terlaksananya monitoring dan | Jumlah kegiatan monitoring dan | 1 Kegiatan

evaluasi penyelenggaraan evaluasi layanan Anak
pelayanan bagi Anak Memerlukan Perlindungan
Memerlukan Perlindungan Khusus

Khusus di UPTD PPA sesuai
dengan kebutuhan

Waktu penyelesaian laporan 8 Bulan
kegiatan monitoring dan
evaluasi layanan Anak
Memerlukan Perlindungan
Khusus

B. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Pekerja Sosial Triwulan III Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator
kinerja kegiatan.
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = 22alis2st ¢ 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus :

Capaian Indikator Kinerja = T2t x 100%
Realizasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan

pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
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Tabel 2.2
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1s.d.90 Tinggi / Berhasil
65.1s.d. 75 Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65 Rendah / Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Adapun capaian Kkinerja Pekerja Sosial Triwulan III Tahun 2025

sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Pengukuran Kinerja Pekerja Sosial

Tabel 2.3

s.d. Triwulan III Tahun 2025

Target Realisasi
. Indikator Target %
No | Sasaran sub Kegiatan Kinerja tahunan | Tw | TW | TW | TW | TW W | TW | TW Capaian
I II M1 v I . i v
home vt dan aseamen | Jamiah |1
. . i i ) ) ) ) i o
bagi Anak Memerlukan kegiatan Kegiatan 1 100%
1 Perlindungan Khusus
pada layanan UPTD
PPA sesuai dengan Waktu g pin |- 2 |3 |3 |- - - - | 100%
penyelesaian
ketentuan
Terlaksananya kegiatan | Jumlah 1 1 100%
home visit dan asesmen | Kegiatan Kegiatan | = ’ i i i ’ ’ 0
bagi Perempuan
2 Korban Kekerasan pada
layanan UPTD PPA
sesuai dengan Waktu . 8 Bulan i 2 3 3 ) ) i i 100%
ketentuan penyelesaian
Terlaksananya
monitoring dan Jumlah 1 0
evaluasi kegiatan Kegiatan i i i i i i i i 100%
penyelenggaraan
3 pelayanan bagi
Perempuan Korban
Keker'asan di UPTD PPA | Waktu . 8 Bulan i 2 3 3 ) ) i i 100%
sesuai dengan penyelesaian
kebutuhan
Terlaksananya
monitoring dan Jumlah 1 o
evaluasi kegiatan Kegiatan | = i i i i i i i 100%
penyelenggaraan
4 pelayanan bagi Anak
Memerlukan
Perlindungan Khusus di | Waktu
) 8 Bul - 2 3 3 - - - - 1009
UPTD PPA sesuai penyelesaian uan %
dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian

dengan kategori "Berhasil”.

kinerja Pekerja Sosial

Catatan bagi Pekerja sosial untuk capaian kinerja triwulan III saat ini berfokus

pada penyelenggaraan pelayanan

Pelayanan Penerimaan Laporan/Pengaduan,

Penjangkauan Korban, Pemberian Informasi tentang Hak Korban, Fasilitasi Layanan

Kesehatan, Fasilitasi Layanan Psikologis & Psikososial, Fasilitasi Penyediaan Layanan
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Hukum, serta Fasilitasi Kebutuhan Penampungan Sementara untuk Korban. Sehingga
realisasi sesuai dengan target dan terlaksana dalam proses penyelenggaraan

pelayanan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak Memerlukan Perlindungan

Khusus.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan capaian anggaran diatas

dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk
perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pekerja Sosial Triwulan

I11 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah

ditetapkan;
2. Perlu dilakukan evaluasi dalam perencanaan kinerja dan anggaran agar selaras
dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

yang akan dicapai.
Pekalongan, 01 Oktober 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pemsg niha‘n\ﬂql‘fAnak, Perlindungan Pekerja Sosial Ahli Pertama

M

GHEMA RHEFORMASIA PERTIWL S.Tr.Sos
NIP. 19980706 202504 2 004
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan
karuniaNya maka Laporan Kinerja (LK]) Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun
2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LK]) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini
sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai
Negeri Sipil pada khususnya bahwa Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa atau
Kelurahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang
tingkat keberhasilan capaian kinerja secara berkala dalam pelaksanaan tugas pokok
fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini
dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
melalui pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
yang telah ditetapkan.

Pekalongan, 01 Oktober 2025
Penelaah Teknis Kebijakan

Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
Pangkat/Gol. Ill/a

NIP. 19950430 202203 2018
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.8 Tahun 2020 tentang
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Analis
Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk
keperluan penyelesaian pekerjaan

2. Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam

bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas

3. Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka
menyelesaikan pekerjaan

4. Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit
agar hasil telaahan dapat bermanfaat

5. Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit

B. Struktur Jabatan
Struktur organisasi jabatan Analis Kemasyarakatan sebagaimana

gambar 1.1 dibawah ini :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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BAB I

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Tahun 2025 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Taahun 2025
No Uraian Tugas Indikator Kinerja Target
1 [Tersusunnya Dokumen [Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta
Perkembangan Desa  [Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen
erta Lomba Desa dan
F(elurahan
2 [Tersusunya Dokumen |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
asil Fasilitasi Tim Tim Penggerak PKK dalam
enggerak PKK dalam |Penyelenggaraan Gerakan
enyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan | 1 Dokumen

erakan Pemberdayaan
asyarakat dan
esejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga
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B. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Ill Tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja
kegiatan.

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,rumus:

Capaian Indikator Kinerja= Resli22%  y 1009
Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja, rumus:

Capaian Indikator Kinerja= —=£= x100%
Realisast

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran sesuai
Permendagri No.54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.2 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Seoh ~ Predikat/Kategori
90.1s.d. lebih Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
75.1s.d. 90 Tinggi/Berhasil
65.15.d.75 Sedang/Cukup Berhasil
50.1s.d. 65 Rendah/Tidak Berhasil
0s.d. 50 Sangat Rergd:;{:;ngat Tidak

Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan Il Tahun
2025 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :
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Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan
Triwulan |ll Tahun 2025

Realisasi %
No Uraian Tugas Indikator Kinerja T;,f&ﬁgf, T™WITTWiI Copaan
1 [Tersusunnya Dokumen WJumlah Dokumen |2 Dokumen| 0 2 100 %
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi
Perkembangan Desa Perkembangan
erta Lomba Desa dan [Desa serta Lomba
F(elurahan Desa dan Kelurahan
2 [Tersusunya Dokumen UJumlah Dokumen 1 Dokumen | O 0 0%
asil Fasilitasi Tim Hasil Fasilitasi Tim
enggerak PKK dalam |Penggerak PKK
enyelenggaraan dalam
erakan Pemberdayaan |Penyelenggaraan
asyarakat dan Gerakan
Kesejahteraan Keluarga [Pemberdayaan
asyarakat dan
esejahteraan
eluarga
50%
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BAB IIl
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa
realisasi capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Triwulan lll adalah sebesar
50% dengan kategori “Rendah”. Artinya capaian kinerja belum mencapai target yang
telah ditetapkan karena akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam kinerja Penelaah Teknis Kebijakan Triwulan |

Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja

organisasi.
Pekalongan, 1 Oktober 2025
Mengetahui,
Kabid Kelembagaan Masyarakat Penelaah Teknis Kebijakan

dan Pemberdayaan Masyarakat,

S.STP Atina Kamila Pratiwi, S.Psi
004122002 NIP. 19950430 202203 2018

En a
NIP.19860804
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